
a. bahwa tata cara pernberian dan 
pertanggungjawaban belanja Hibah, Belanja 
Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan 
Belanja Tidak Terduga telah ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati Labuharibatu 
Nomor 08 Tahun 2009 tentang tata cara 
Pernberian dan Pertanggungjawaban Belanja 
Hibah , Belanja Bantuan Sosial, Bantuan 
Keuangan dan Belanja Tidak Terduga, 
namun dalam perkembangannya telah terbit 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 
Tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian 
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, sehingga Peraturan Bupati 
Labuhanbatu perlu dilakukan penyesuaian; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud dalarn huruf a, 

Menimbang 

BUPATILABUHANBATU, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERATURANBUPATILABUHANBATU 
NOMOR 10 TAHUN 2012 

TENT ANG 
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN 

PENATAUSAHAANPERTANGGUNGJAWABANSERTA 
MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH DAN 

BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU 
NOMOR 10 TAHUN 2012 NOMOR 10 



1. Undang-Undang Nomor 7 Ort Tahun 1956 
tentang Pembentukan Daerah Otonom 
Kabupaten-Ka bu pa ten dalam Lingku ngan 
Daerah Propinsi Sumatera Utara [Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1092); 

2. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 1999 
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih 
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme [Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lernbara n Negara Republik Indonesia Nomor 
385 l); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tah un 2003 
tentang Keuangan Negara (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 
tentang Perbendaharaan Negara (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

b. bahwa berdasarkan pertirnbangan 
sebagairnana dimaksud dalam huruf a, 
perlu menetapkan Pera tu ran Bupati 
Labuhanbatu ten tang Tata Cara 
Penganggaran, Pelaksanaan dan 
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan 
Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi 
Belanja Hibah dan Be1anja Bantuan Sosial 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah. 
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Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 
tentang Perneriksaan Pengelolaan dan 
Tanggung .Jawab Keuangan Negara 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 
tentang Sistern Perencariaan Pernbangunan 
Nasional [Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4437); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tarnbahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844). 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah [Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor J 26, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 
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9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang­ 
Undangan (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

I 0. Peraruran Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Sadan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 
tentang Stadar Akuntansi Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 49, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 

I 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 
ten tang Pedoman Penyusunan dan 
Penerapan Standar Pelayanan Minima! 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor I 50, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 4585); 

14. Pera tu ran Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 
Jnstansi Pernerintah [Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 
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(Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

15. Peraturan Pemer-intah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 
Antara Pernerintah, Pemerintah Daerah 
Provinsi dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4737); 

16. Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu 
Nomor 34 Tahun 2008 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran 
Daerah Kabupaten Labuharibatu Nomor 34 
Tahun 2008 Seri D Nomor 5); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu 
Nomor 35 Tahun 2008 tentang Struktur 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas 
Daerah Kabupaten Labuhanoatu: 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu 
Nomor 36 Tahun 2008 tentang Struktur 
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis 
Dae rah Ka bu paten Labuharibatu 
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PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA 
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN 
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN 
DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN 
EVALUASI BELANJA HIBAH DAN BELANJA 
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH. 

MEMUTUSKAN : 

sebagaimana yang telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbaru 
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Labuhanbatu Nomor 36 Tahun 2998 tentang 
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lernbaga 
Teknis Daerah Kabupaten Labuharibatu: 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 
Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber 
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah: 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu 
Nomor OS Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah. 

·6· 
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Dalam Pera turan Bupati ini, yang dirnaksud dengan: 
l. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 
2. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Labuhanbatu dan Perangkat 

daerah sebagai urisu r penyelenggara pemerintahan daerah . 
4. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu. 
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Labuharibatu. 
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah 
7. Sekretaris Dae rah adalah Sekretaris Dae rah Ka bu paten 

Labuhanbatu 
8. Asisten Ekonomi dan Pembangunan adalah Asisten Ekonomi 

dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten 
Labuhanbatu. 

9. Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya 
disingkat BAPPEDA adalah Sadan Perencanaan Pernbangunan 
Daerah Kabupaten Labuhanbatu. 

10. Sadan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BLH 
adalah Sadan Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu. 

11. Sadan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 
yang selanjutnya disingkat dengan BPPKB adalah Sadan 
Pemberdayaan Perempuan dan Kcluarga Berencana Kabupaten 
Labuhanbatu. 

12. Sadan Kesatuan Barigsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 
yang selanjutnya disingkat BKBPPM adalah Sadan Kesatuan 
Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten 
Labuhanbatu. 

.. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 
Pengertian 

Pasal l 
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13. Sadan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Desa dan 
Kelurahan adalah Sadan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan 
Desa dan Kelurahan Kabupaten Labuhanbatu. 

14. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten 
Labuhanbatu. 

15. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten 
Labuhanbatu. 

16. Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi 
adalah Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan 
Energi Kabupaten Labuharibatu. 

17. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang adalah Dinas Cipta Karya 
dan Tata Ruang Kabupaten Labuhanbatu. 

18. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Infonnatika adalah 
Dinas Perhubungan, Kornunikasi dan Inforrnatika Kabupaten 
Labuhanbatu. 

19. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuharibatu. 

20. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transrnigrasi adalah Dinas 
Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 
Labuhanbatu. 

21. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan 
Menengah adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, 
Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu. 

22. Dinas Pernuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata adalah 
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata 
Kabupaten Labuhanbatu. 

23. Dinas Pertanian dan Tanarnan Pangan adalah Dinas 
Pertaniandan Tanarnan Pangan Kabupaten Labuhanbatu. 

24. Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi adalah Kantor 
Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Ka bu paten 
Labuhanbatu. 

25. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian 
Adrninistrasi Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah 
Kabupaten Labuhanbatu. 

- 8. 



26. Bagian Adrninistrasi Umum adalah Bagian Administrasi Umum 
pada Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbaru. 

27. Bagian Adminiatrasi Perekonomian adalah Bagian Administrasi 
Perekonornian pada Sekretariat Daerah Ka bu paten 
Labuhan ba tu. 

28. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah 
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang 
dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala 
bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan 
kewajiban Daerah. 

29. Penge)olaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan 
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,penatausahaan, 
pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan 
Daerah. 

30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersarna 
oleh pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

31. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut 
PPKD adalah Kepala Oinas Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah sebagai Kepala Saluan Kerja Pengelola Keuangan 
Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 
APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 

32. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disebut SKPKD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah 
Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD. 

33. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 
SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah 
selaku Pengguna Anggaran/ Barang. 

34. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut 
TAPD adalah Tim yang dibentukdengan Keputusan Bupati dan 
dipimpin oleh Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas 
menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam 
rangka penyusunan APBD, yang anggotanya terdiri dari 

. 9. 
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Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat Iainnya sesuai 
dengan kebutuhan. 

35. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disebut 
RKA-PPKD adaJah rencana kerja dan anggaran PPKD selaku 
Bendahara Umurn Daerah. 

36. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut 
RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran 
yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD. 

37. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya 
disebut DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan 
anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah. 

38. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya 
disebut DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat 
pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai 
dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran. 

39. Belanja Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari 
Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pernerintah 
Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, rnasyarakat dan 
organisasi kernasyarakatan, yang secara spesifik telah 
ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak 
mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan 
untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah 
Daerah. 

40. Belanja 8antuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa 
uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, 
keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak 
secara terus menerus dan selektif, yang bertujuan untuk 
melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. 

4 l. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat 
menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang 
ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau 
masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, 
krisis poiitik, fenomena alam dan bencana alarn, yang jika 
tidak diberikan belanja bantuan sosial akan sernakin terpuruk 
dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. 

· 10 · 



Pasal 3 

( 1) Belanja Hi bah dapat berupa uang, barang atau jasa. 
(2) Belanja Hibah berupa barang dapat berbentuk: 

a. tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, 
irigasi, jaringan dan asset tetap lainnya; 

b. hewan dan tumbuhan; dan 
c. asset tetap tidak berwujud seperti perangkat lunak. 

(3) Betanja Hibah berupa jasa dapat berbentuk bantuan teknis, 
pendidikan , pelatihan, penelitian dan jasa lainnya. 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, 
pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan 
pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian 
Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari 
APBO. 

Bagian Kedua 
Ruang Lingkup 

Pasal 2 

42. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disebut 
NPHD adalah naskah perjanjian Hibah yang bersumber dari 
APBD antara Pemerintah Daerah dengan Penerima Belanja 
Hi bah. 

43. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi ya.ng dibentuk 
oleh anggota rnasyarakat Warga Negara Indonesia secara 
sukarela atas dasar kesamaan kegiatan , profesi, fungsi, 
agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 
untuk berperan serta dalarn pembangunan dalam rangka 
mencapai tujuan nasiorial dalam wadah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, termasuk 
organisasi non pemerintahan yang ber sifat nasional dan 
dibent uk berdasarkan ketentuan perundang-undangan. 

. 11- 
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(1) Pemerintah Daerah dapat mernberikan Belanja Hibah sesuai 
kernarnpuan keuangan Daerah, yang dilakukan setelah 
mernprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib, yang 
ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

(2) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan 
kegiatan Pemerintah Daerah, dengan memperhatikan asas 
keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk 
masyarakat. 

{3) Belanja Hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat dan tidak 
wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang 
diatur dalarn NPHD. 

(4) Pemberian Belanja Hibah merupakan pengalihan hak dari 
Pemerintah Daerah kepada Penerima Belanja Hibah , yang 

_, secara spesifik telah ditentukan peruntukannya. 

BAB II 
BELANJA HIBAH 

Bagian Kesatu 
Umum 
Pasal 5 

( 1) Belanja Bantuan SosiaJ dapat berupa uang a tau barang. 
(2) Belanja Bantuan Sosial berupa barang dapat berbentuk: 

a. peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan asset tetap 
lainnya: 
b. hewan dan tumbuhan; dan 
c. asset tetap tidak berwujud seperti perangkat lunak. 

Pasal 4 
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Pasal 6 
(1} Belanja Hibah dapat diberikan kepada : 

a. Pernerintah: 
b. Pemerintah Daerah Lainnya; 
c. Perusahaan Daerah; 
d. Masyarakat, dan/atau 
e. Organisasi kemasyarakatan. 

(2} Belanja Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada instansi/satuan kerja 
pada Kementerian dan/atau Lernbaga Pemerintah Non 
Kementerian yang wilayah kerjanya berada di Daerah. 

(3) Belanja Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dikelola dan dilaksanakan dalam mekanisrne 
APBN dan APBD sesuai ketentuan peraturan 
perundangundangan. 

(4) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lairmya 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, diberikan 
kepada daerah otonom baru hasil pernekaran daerah 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(S} Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) huruf c, diberikan kepada Bad an 
Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang 
diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(6) Belanja Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf d, diberikan kepada kelompok orang yang 
memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, 
pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat-istiadat, 
Jingkungan hidup, kepemudaan, pertanian, peternakan, 
perikanan , pernberdayaan perempuan dan keolahragaan non 
profesiorial. 

.13. 
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(I) Belanja Hibah kepada Pemerintah bertujuan untuk menunjang 
peningkatan penyelenggaraan fungsi Pemerintah Daerah. 

(2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya bertujuan 
untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan 
Daerah dan layanan dasar umum. 

(3) Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah bertujuan untuk 
menunjang peningkatan pelayanan kepada rnasyarakat dan 
peningkatan kinerja. 

(4) Belanja Hibah kepada masyarakat dan/atau organisasi 
kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan part isipasi 
dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah atau secara 
fungsional terkait dengan dukungan kepada penyelenggaraan 
pemerintahan. 

Bagian Kedua 
Tujuan 
Pasal 7 

(7) Belanja Hibah kepada organisasi kernasyarakatan 
sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan 
kepada organisasi kernasyarakatan yang dibentuk berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi 
organisasi semi pernerintah, organisasi non perneriritah, 
lembaga ketahanan rnasyarakat, lernbaga swadaya masyarakat 
(LSM) dan kelompok rnasyarakat. 
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Paragraf 2 
Persyaratan 

Pasal 9 

Pernberian Belanja Hibah paling sedikit harus memenuhi kriteria: 
a. peruntukannya telah ditetapkan yang menjadi urusan Daerah, 

yaitu peningkatan fungsi pernerintahari, layarian dasar urnurn, 
dan pemberdayaan aparatur; 

b. untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi urusan Daerah , 
yaitu peningkatan fungsi pemerintahan, layanan dasar urnurn, 
dan pemberdayaan aparatur; 

c. untuk kegiatan dengan kondisi tertentu yang berkaitan dengan 
penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah yang ber skala 
nasional/ in temasional/ regional; 

d. untuk melaksanakan kegiatan sebagai akibat kebijakan 
Pemerintah yang mengakibatkan penambahan beban APBD; 

e. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus-rnerierus setiap 
tahun anggaran, kecuali ditentukan Jain berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

f. memenuhi persyaratan Penerima Belanja Hibah. 

Paragraf 1 
Kriteria 
Pasal 8 

Bagian Ketiga 
Kriteria dan Persyaratan 
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( 1) Belanja Hibah kepada Pemerintah dan Pemerintahan Daerah 
Lainnya diberikan dengan persyaratan paling sedikit: 
a. penggunaan ditujukan untuk menunjang peningkatan 

penyelenggaraan fungsi pemerintahan Daerah dan 
pemerintah Daerah lainnya; 



(3) Belanja Hibah kepada Masyarakat diberikan dengan 
persyaratan paling sedikit: 
a. memiliki kepengurusan yang jelas: 
b. Penerima Belanja Hibah berkedudukan dalam wilayah 

administrasi pemerintahan Daerah; 
c. mempertimbangkan kinerja pengelolaan Belanja Hibah 

sebelumnya, akumulasi Belanja Hibah yang pernah 
diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan. 

(4) Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan diberikan 
dengan persyaratan paling sedikit: 
a. memiliki kepengurusan yangjelas; 
b. telah terdaftar paling kurang 3 (tiga) tahun, kecuali 

ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

Belanja Hibah 
yang pernah 
yang telah 

c. mempertimbangkan kinerja pengelolaan 
sebelurnnya, akurnulasi Belanja Hibah 
diterima dan/ a tau kegiatan sejenis 
dilaksariakan. 

(2} Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah diberikan dengan 
persyaratan paling sedikit: 
a. penggunaan ditujukan untuk menunjang peningkatan 

penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan layanan umum 
dasar; 

b. Penerima Belanja Hibah Daerah berkedudukan sebagai 
Perusahaan Daerah; 

c. mernpertirnbangkan kinerja pengelolaan Belanja Hibah 
sebelumnya, akurnulasi Belanja Hibah yang pernah diterima 
dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan. 

b. penerima Belanja Hibah berkedudukan dalam wilayah 
administrasi Pemerintah Daerah, kecuali ditentukan lain 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
dan 
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{ 1) Pernerintah, Pernerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, 
Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan mengajukan 
perrnohonan tertulis belanja hibah kepada Bupati. 

{2) Permohonan tertulis sebagairnana dimaksud pada ayat ( l) 
dibubuhi cap dan ditandatangani oleh: 
a. Pimpinan/Ketua/Kepala atau sebutan lain lnstansi/satuan 

Kerja bagi Pemerintah; 
b. Kepala Daerah bagi Pemerintah Oaerah Lainnya; 
c. Direktur Utarna atau sebutan lain bagi Perusahaan 

Daerah; dan 
d. Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain bagi masyarakat 

dan organisasi kernasyarakatan. 
(3) Ketentuan mengenai pembubuhan cap dikecualikan bagi 

permohonan tertulis dari rnasyarakat. 

Bagian Keempat 
Pengajuan 
Pasal 10 

(5) Apabila dalarn Naskah Perjanjian Hibah Daerah 
dipersyaratkan untuk menyediakan dana pendamping, maka 
Belanja Hibah diberikan kepada Penerima Belanja Hibah 
bersedia rnenyediakan dana pendamping. 

c. berkedudukan dalam wilayah adrninistrasi pemerintahan 
Daerah; 

d. memilik.i sekretariat dan/atau alarnat tetap dan jelas; dan 
e. mempertimbangkan kinerja pengelolaan Belanja Hibah 

sebelumnya, akurnulasi Belanja Hibah yang pemah diterima 
dan/atau kegiatan sejeriis yang telah dilaksanakan. 
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b. surat keterangan tanggungjawab; dan 
c. surat pemyataan kesediaan menyediakan dana 

pendamping, apabila diperlukan. 

(2) Dalam ha1 perrnohonan diajukan oleh organisasi 
kernasyarakatan. selain dilengkapi dokumen sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( l ), wajib melarnpirkan persyaratan 
adrninistrasi dan untuk tujuan penggunaan bangunan/fisik 
dilengkapi dengan dolrumen teknis, 

(3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), meliputi: 
a. Akta Notaris mengenai pendirian lembaga atau dokumen 

lain yang dipersamakan; 
b. surat pemyataan tanggung jawab; 
c. Nornor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 
d. surat keterangan domisili lembaga dari Desa/ Kelurahan 

setempat; 
e. izin operasional/tanda daftar lembaga dari instansi yang 

berwenang; 
f. bukti kontrak sewa gedung/bangunan, bagi Jembaga yang 

kantornya menyewa; 
g. salinan fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku 

atas narna ketua dan sekretaris atau sebutan lain; dan 
h. salinan rekening bank yang masih aktif ata s nama lembaga 

dan/atau pengurus belanja hibah. 

(1) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
ayat ( 1) dan (2), paling sed iki t dilengkapi dokurnen: 
a. proposal, paling sedikit memuat: 

I. latar belakang; 
2. maksud dan tujuan; 
3. rincian rencana kegiatan; dan 
4. jadwal kegiatan dan rencana penggunaan belanja hi bah; 

Pasal 11 
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( l) Surat permohonan, proposal, persyaratan administrasi dan 
dokumen tek.nis Belanja Hibah sebagairnana dimaksud dala.m 
Pasal 11 ayat (1), (2), (3) dan (4) disarnpaikan dan 
diadrninistrasikan J dicatat melalui Tata Usaha Sekretariat 
Daerah. 

'- (2} Tata Usaha Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) melakukan penyeleksian terhadap pennohonan dan 
dokumen proposal Belanja Hibah, dan selanjutnya dalam hal 
terdapat ketidaksesuaian antara surat permohonan dengan 
dokumen proposal, maka surat permohonan berikut dokumen 
proposalnya dikembalikan kepada Pemohon Belanja Hibah 
yang bersangkutan. 

(3) Dalam ha! surat permohonan dan dokumen proposal Belanja 
Hibah sesuai persyaratan administratif, maka Kepala Bagian 
Tata Usaha Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) meneruskan surat permohonan dan dokumen proposal 
kepada Bupati. 

{4) Proposal yang telah diterirna oleh Bupati selanjutnya di 
disposisi kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah untuk dicatat dan didistribusikan kepada SKPD sesuai 
bidangnya, yang meliputi: 

Pasal 12 

(4) Dokumen teknis sebagairnana dimaksud pada ayat (2) meliputi 
gambar rencana dan konstruksi bangunan atau dokumen lain 
yang sejenis. 

(5) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (3) huruf a, c, e dan f 
untuk Belanja Hibah kepada masyarakat dan organisasi 
kemasyarakatan yang berkaitan dengan tempat peribadatan, 
pondok pesantren, dan kelompok swadaya masyarakat yang 
bersifat non formal dan pengelolaannya berupa partisipasi 
swadaya masyarakat. 
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a. Perencariaan pembangunan, dilaksanakan oleh Sadan 
Perencanaan Pembangunan Daerah; 

b. lingkungan hidup, dilaksanakan oleh Sadan Pengelola 
Lingkungan Hidup; 

c. Pernberdayaan perernpuan dan perl.indungan anak, 
dilaksanakan oleh Sadan Pemberdayaan Perempuao dan 
Keluarga Berencana; 

d. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, dilaksanakan 
oleh Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan 
Pemberdayaan Masyarakat; 

e. Penanaman modal, dilaksariakan oleh Sadan Perencanaan 
Pernbangunan Daerah; 

f. Pendidikan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan; 
g. Kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan; 
h. Pekerjaan umum bidang jalan dan jernbatan , dilaksanakan 

oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan; 
1. Perumahan dan urusan penataan ruang dilaksanakan oleh 

Oinas Tata Ruang dan Cipta Karya; 
J- Perhubungan, Komunikasi dan lnformatika dilaksanakan 

oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika; 
k. Kependudukan dan catatan sipil, dilaksanakan oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 
I. Keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan, dan 

Organisasi Kemasyarakatan dilaksanakan oleh Bagian 
Birnbingan Masyarakat pada Sekretariat Daerah; 

m.Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan KB, 
Pembinaan masyarakat sosial dan tenaga kerja 
dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat pada 
Sekretariat Daerah; 

n.Kesejahteraan sosiai, dan Ketenagakerjaan, dilaksanakan 
oleh Dinas Tenaga Kerja; 

o. Koperasi dan usaha kecil menengah, dilaksanakan oleh 
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian 
Perdaganga n; 
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(I) SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) 
rnelakukan evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan 
permohonan Belanja Hibah sesuai pedoman yang berlaku. 

(2) KepaJa SKPO sebagaimana dimaksud pada ayat { 1) 
menyarnpaikan hasil evaluasi Belanja Hibah berupa 
rekomendasi kepada Bupati melalui Ketua TAPD. 

(3) Ketua TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 sesuai dengan prioritas 
dan kemampuan keuangan Daerah, yang dituangkan dalam 
Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah (DNC-PBH). 

(4) Hasil pertimbangan Ketua TAPD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) disertai DNC-PBH unt uk selanjutnya disampaikan 
kepada Bupati. 

(5) Bupati menetapkan persetujuan atau penolakan ONCPBH 
berdasarkan hasil evaluasi SKPO dan pertirnbangan TAPD. 

Bagian Kelima 
Evaluasi Permohonan 

Pasal 13 

p. Kepemudaan dan olah raga non profesiorial, dilaksanakan 
oleh Dinas Pemuda dan Olahraga; 

q. Kebudayaan dan adat istiadat, pariwisata dan keseriian, 
dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; 

r. Pertanian , dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan 
Ketahanan Pangan; 

s. Otonomi daerah dan pemerintahan urnurn, dilaksanakan 
oleh Bagian Pernerintahan Umum Sekretariat Daerah; 

t. Perusahaan daerah dan perekonornian, dilaksanakan oleh 
Bagi an Perekonomian Sekretaria t Dae rah. 

u. Kearsipan, dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan 
Arsip Daerah: 
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(1) Belanja Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD. 
(2) Belanja Hibah berupa barang atau jasa dicanturnkan dalam 

RKA-SKPD. 
(3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran Belanja Hibah 
dalam Rancangan APBD. 

(4) PPKD menganggarkan Belanja Hibahberupa uang sebagaimana 
dimaksud pada ayat { 1) dalam kelompok belanja tidak 
langsung, jeriis belanja hibah, objek, dan rincian objek Belanja 
Hi bah. 

(5) SKPD menganggarkan Belanja Hibah berupa barang atau jasa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2} dalam kelompok belanja 
langsung, yang diformulasikan dalam program dan kegiatan, 
serta diuraikan dalarn jenis belanja barang clan jasa, objek, 
dan rincian objek Belanja Hibah barang a tau jasa. 

(6) Rincian objek Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) dan ayat (5) memuat nama dan alamat lengkap penerima 
serta besaran Belanja Hibah. 

(7) Nama dan alamat lengkap penerima serta besaran dan jenis 
Belanja Hibah dituangkan dalam Penjabaran APBD, sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Keenam 
Penganggaran 

Pasal 14 

(6} Persetujuan Bupati terhadap DNC-PBH dituangkan daJam 
bentuk Lernbar Persetujuan Bupati dan menjadi dasar 
pencantuman alokasi anggaran Belanja Hibah dalam 
rancangan KUA dan PPAS. 
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(1) Pelaksanaan anggaran Belanja Hibah berupa uang 
berdasarkan pada DPA-PPKD. 

(2) Pelaksanaan anggaran Belanja Hlbah berupa barang atau jasa 
berda sarkan pada DPA-SKPD. 

Paragraf 1 
Umum 

Pasal 16 

Bagian Ketujuh 
Pelaksanaan 

(1) Berdasarkan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalarn 
Pasal 14 ayat (7}, dibuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
(DPA). 

(2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 
DPAPPKD untuk belanja hibah dalam bentuk uang dan DPA­ 
SKPD untuk belanja hibah dalam bentuk barang/jasa. 

(3) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara permohonan 
Belanja Hibah dengan DPA sebagaimana dirnaksud pada ayat 
(2), Kepala SKPD Pengguna Anggaran Hibah mernberitahukan 
kepada Penerima Belanja Hibah untuk mernbuat dan/atau 
menyesuaikan proposal/ permohonan sesuai dengan besaran 
Belanja Hibah yang ditetapkan dalam OPA. 

Pasal 15 
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(1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD, yang 
ditandatangani bersama oleh Bupati atau Pejabat yang 
ditunjuk, dalam hal ini adalah Sekretaris Kabupaten dan 
Penerima Belanja Hibah. 

(2) NPHD sebagairnana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada 
Penjabaran APBD dan DPA. 

(3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1). paling sedik.it 
memuat: 
a. Pemberi dan Penerima Belanja Hibah; 
b. Jumlah dan tujuan pernberian Belanja Hi bah; 
c. Besaran/rincian penggunaan Belanja Hibah yang akan 

diterima; 
d. Hak dan kewajiban; 
e. Tata cara pencairan / penyerahan Belanja Hi bah; 
f. Tata cara pelaporan hibah. 

(4) Pernbuatan NPHD dilakukan oleh: 
a. Kepala DPKAD selaku PPKD untuk hibah berupa uang; 
b. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran Hibah untuk hibah 

berupa barang dan/ atau jasa. 
(5} Kepala DPKAD dan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada 

ayat {3) bertanggungjawab atas substansi NPHD. 
(6) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam 

rangkap 4 (ernpat), terdiri dari 2 (dua) bermaterai cukup. 
(7) Format minimal NPHD tercanturn dalam Lampiran yang 

rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 

Paragraf 2 
NPHD 

Pasal 17 
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(l} Penerima Belanja Hibah berupa uang mengajukan 
permohonan pencairan Belanja Hibah kepada Bupati melalui 
Kepala DPKAD, dengan dilengkapi persyaratan adrninistrasi, 
meliputi: 
a. Belanja Hibah untuk Pemerintah dan Pernerintah Daerah 

Lainnya, terdiri dari : 
l . Surat permohonan pencairan Belanja Hibah, dilengkapi 

rincian rencana penggunaan Belanja Hibah sesuai yang 
tercanturn dalam DPA; 

2. NPHD; 
3. Salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama 

pimpinan instansi atau Kepala Daerah Penerirna Belanja 
Hi bah; 

4. Salinan/ fotocopy rekening bank yang masih aktif atas 
nama instansi dan/atau rekening Kas Umum Daerah 
lainnya; 

Pasal 20 

(1) Pencairan belanja hibah didasarkan pada DPA-PPKD dan 
NPHD. 

(2) Pencairan Belanja Hibah berupa uang dilakukan dengan 
mekanisme pembayaran langsung, dan disalurkan melalui 
Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Penerima Belanja 
Hi bah. 

Paragraf 3 
Pencairan Belanja Hibah Be:rupa Uang 

Pasal 19 

setelah dilakukan Hi bah Pencairan/penyaluran Belanja 
penandatanganan NPHD 

Pasal 18 
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5. Kuitansi rangkap 4 (ernpat), terdiri dari 2 (dua) berrnaterai 
cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap instansi serta 
dicantumkan nama lengkap pirnpinan instansi atau 
Kepala Daerah; 

6. Surat pernyataan tanggungjawab. 
b. Belanja Hibah untuk Perusahaan Daerah, terdiri dari: 

1. surat perrnohonan pencairan Belanja Hibah yang 
dilengkapi rincian rencana penggunaan Belanja Hibah 
sesuai yang tercantum dalam DPA; 

2. NPHD; 
3. salinan/fotocopy KTP atas narna Direksi atau sebutan lain 

Perusahaan Daerah atau Perseroan Penerima Belanja 
Hi bah; 

4. salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif atas 
nama Perusahaan Daerah atau Perseroan Penerirna 
Belanja Hibah; 

5. kuitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua) bermaterai 
cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap Perusahaan 
Daerah atau Perseroan serta dicantumkan nama lengkap 
oleh Direksi atau sebutan lain; 

6. surat pernyataan tanggungjawab. 

c. Belanja Hibah untuk Masyarakat, terdiri dari: 
1. surat permohonan pencairan Belanja Hibah dilengkapi 

dengan rincian rencana penggunaan Belanja Hibah sesuai 
yang tercaritum dalam DPA; 

2. NPHD; 
3. salinan/fotocopy KTP atas nama Ketua Kelompok 

Masyarakat Penerima Belanja Hibah; 
4. salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif atas 

nama Ketua Kelompok Masyarakat Penerima Belanja 
Hi bah. 

5. kuitansi rangkap 4 (ernpat), terdiri dari 2 (dua] berrnaterai 
cukup, ditandatangani oleh ketua/pimpinan atau sebutan 
lain Ketua Kelompok Masyarakat Penerima Belanja Hibah 
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dan dibubuhi cap kelompok masyarakat serta 
dican turnkan nama 
lengkap ketua/ pimpinan a tau sebutan lain Ketua 
Kelompok Masyarakat Penerima Belanja Hibah; 

6. surat pernyataan tanggungjawab. 

d. Belanja Hibah untuk Organisasi Kernasyarakatan, terdiri 
dari: 
1. surat permohonan pencairan Belanja Hibah dilengkapi 

dengan rincian rencana penggunaan Belanja Hibah se suai 
yang tercantum dalam DPA; 

2. NPHD; 
3. salinan/fotocopy KTP atas nama 

ketua/ pimpinan/ pengurus lembaga/ organisasi Penerirna 
Belanja Hibah; 

4. saJinan/fotocopy rekeriing bank yang masih aktif atas 
narna lembaga/organisasi; 

5. kuitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua) bermaterai 
cukup, ditandatangani ketua/pimpinan organisasi 
kemasyara.katan dan dibubuhi cap lembaga/organisasi 
serta dicantumkan nama lengkap ketua/pimpinan atau 
sebutan lain ketua/ pimpinan organisasi kemasyarakatan; 

6. surat pernyataan tanggungjawab. 

(2) Kepala DPPKAD selaku PPKD sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) selanjutnya rnernerintahkan kepada Bendahara 
Belanja Hibah untuk mernbuat Surat Perrnintaan Pembayaran 
Langsung (SPP-LS). 

(3) Apabila dokumen persyaratan pencairan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap maka PPK-PPKD 
menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk 
ditandatangani Kepala OPKAD selaku PPKD. 

(4} Setelah SPM diterbitkan selanjutnya Kuasa Bendahara Umum 
Daerah (BUD) Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana 
(SP2D). 
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Paragraf 4 
Pencairan Belanja Hibah Berupa Barang atau Jasa 

Pasal 22 

Penerima Belanja Hibah berupa uang bertanggungjawab 
sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyarata.n 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (lJ. 

Pasal 21 

{5) Penerbitan SPP, SPM dan SP2D sebagairnana dimaksud pada 
ayat (3). (41 dan (51, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
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(1) SKPD terkait melakukan proses pengadaan bara ng atau jasa 
sesuai DPA-SKPD dan ketentuan peraturan 
perundangundangan di bidang pengadaan barang dan jasa 
Pemerintah. 

{2) SKPD terkait mencatat barang atau jasa basil pengadaan pada 
jenis belanja barang dan jasa, objek, rincian objek Belanja 
Hibah barang atau jasa berkenaan, yang akan diserahkan 
kepada Penerima Belanja Hibah. 

(3) Penyerahan Belanja Hibah Barang atau Jasa dilakukan oleh 
Kepala SKPD terkait kepada Penerirna Belanja Hibah, setelah 
dilengkapi persyaratan sebagai berikut: 
a. bagi Belanja Hibah untuk Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah Lainnya, terdiri atas: 
I. Serita Acara Serah Terima dalam rangkap 4 (empat), 

terdiri dari 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangaoi dan 
dibubuhi cap instansi atau Daerah Lainnya serta 
dicantumkan nama lengkap pirnpinan instansi atau 
Bupati/Walikota; 



- ......... 

2. NPHD; 
3. salinan/fotocopy KTP atas nama pirnpinan instansi atau 

Bupati/Walikota Penerima Belanja Hibah; dan 
4. surat pernyataan tanggungjawab. 

b. Belanja Hibah untuk Perusahaan Daerah, terdiri atas: 
l. Serita Acara Serah Terima rangkap 4 (ernpat], terdiri dari 

2 (dua) bennaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi 
cap Perusahaan Daerah a tau Perseroan serta 
dicantumkan narna lengkap Direksi atau sebutan lain; 

2. NPHD; 
3. salinan/fotocopy KTP atas nama Direksi atau sebutan lain 

Perusahaan Daerah atau Perseroan; 
4. surat pemyataan tanggungjawab; dan 
5. Persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

c. Belanja Hibah untuk Organisasi Kemasyarakatan, terdiri 
atas: 
1. Berita Acara Serah Terima dalam rangkap 4 (empat), 

terdiri dari 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani dan 
dibubuhi cap lembaga/ organisasi serta dicantumkan 
nama lengkap ketua/pimpinan Jembaga/organisasi; 

2. NPHD; 
3. salinan/fotocopy KTP atas narna ketua/pimpinan 

lembaga/organisasi; dan 
4. surat pernyataan tanggungjawab. 

d. Belanja Hibah untuk Masyarakat, terdiri atas: 
1. Serita Acara Serah Terima dalam rangkap 4 (empat), 

terdiri dari 2 (dua] bermaterai cukup dan ditandatangani 
serta dicantumkan nama lengkap Penerirna Belanja 
Hi bah; 

2. NPHD; 
3. salinan/ fotocopy KTP at.as nama Penerima Belanja Hibah; 

dan 
4. surat pernyataan tanggungjawab . 
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(1) Penerima Belanja Hibah bertanggungjawab, baik formal 
rnaupun material atas penggunaan Belanja Hibah yang 
diterirnanya. 

(2) Pertanggungjawaban penggunaan Belanja Hibah sebagaimana 
dimaksud pad a ayat ( 1), terdiri atas: 
a. untuk penggunaan Belanja Hibah berupa uang, rneliputi: 

1. laporan penggunaan; 
2. surat pemyataan tanggungjawab yang menyatakan 

bahwa Belanja Hibah oerupa uang yang diterirna telah 
digunakan sesuai dengan NPHD, dan 

3. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan, 

b. untuk penggunaan Belanja Hibah berupa barang atau jasa, 
rneliputi: 
1. laporan penggunaan; 
2. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan 

bahwa Belanja Hibah berupa barang atau jasa yang 
diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD; 

3. salinan bukti serah terima barang atau jasa. 

Bagian Kesembilan 
Pertanggungjawaban dan Pelaporan 

Pasal 24 

(1) Penerirna Belanja Hibah wajib menggunakan hibah sesuai 
NPHD dan/atau Perubahan NPHD. 

(2) Penerima Belanja Hibah dilarang mengalihkan hibah yang 
diterima kepada pihak lain. 

Bagian Kedelapan 
Penggunaan 

Pasal 23 
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(l)Laporan penggunaan Belanja Hibah berupa uang dan 
barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) 
huruf a angka l dan huruf b angka 1, disampaikan oleh 
Penerirna Belanja Hibah kepada Bupati paling lambat tanggal 

Pasal 25 

(3) Penerirna Belanja Hibah bertanggungjawab atas kebenaran 
dan keabsahan laporan penggunaan Belanja Hibah 
sebagairnana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 dan 
huruf b angka 1. 

(4) Penerima Belanja Hibah selaku objek pemeriksaan, wajib 
menyimpan bukti pengeluaran atau salinan bukti serah terima 
barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
angka 3 dan huruf b angka 3, 

(5) Penyimpanan bukti-bukti pengeluaran atau salinan bukti 
serah terima barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

(6) Pertanggungjawaban pemberi hibah atas belanja hibah 
meliputi: 
a. pennohonan dari calon penerima belanja hibah kepada 

bupati; 
b. NPHD; 
c. Surat Pemyataan tanggung jawab dari penerima belanja 

hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterirna akan 
digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Belanja Hibah 
Daerah; dan 

d. SPM/SP2D dan bukti transfer/penyerahan uang serta 
kuitansi atas pemberian belanja hibah berupa uang atau 
bukti serah terirna barang/jasa atas pemberian belanja 
hibah berupa barang/jasa. 
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(1) Laporan penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a angka I dan huruf b angka 1 
dibuat dengan sistematika paling sedikit meliputi: 
a. surat pengantar yang ditujukan kepada Bupati; 

b. laporan kegiatan, terdiri atas: 
1. latar belakang; 
2. maksud dan tujuan; 
3. ruang lingkup kegiatan: 
4. realiasi pelaksanaan kegiatan; 
5. daftar personalia pelaksana; dan 
6. penutup; 

c. laporan keuangan, meliputi: 
1. realisasi penerimaan Belanja Hibah; dan 
2. realisasi penggunaan; 

d. larnpiran. 

(2) Laporan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) bermaterai 
cukup dan ditandatangani, serta dibubuhicap oleh 
ketua/kepala/pimpinan instansi Pernerintah, Bupati/Walikota, 

Pasal 26 

10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya atau 1 (satu) 
bulan setelah kegiatan selesai rnelalui: 
a. Kepala DPKAD selaku PPKD untuk hibah berupa uang; 
b. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran Hibah untuk hibah 

berupa barang dan/atau jasa. 
(2) Terhadap penerirna hibah yang masih terdapat sisa anggaran 

yang belum terselesaikan sesuai dengan naskah NPHD maka 
wajib membuat laporan pada tanggal 10 Januari tahun 
anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
serta membuat laporan paling lambat 1 (satu) bulan setelah 
kegiatan dimaksud selesai. 
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(1) Belanja Hibah berupa uang dicat.at sebagai realisasi jenis 
Belanja Hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan. 

(2) Belanja Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai 
realisasi objek Belanja Hibah pada jenis belanja barang dan 
jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait. 

(3) PPKD melakukan pencatat.an realisasi Belanja Hibah, untuk 
selanjutnya dicanturnkan pada Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah dalarn tahun anggaran berkenaan. 

(4) BelanjaHibah berupa barang atau jasa yang belum diserahkan 
kepada Penerima Belanja Hibah sampai dengan akhir tahun 
anggaran berkenaan, dilaporkan sebagai persediaan dalam 
neraca. 

(S) Realisasi Belanja Hibah berupa barang atau jasa 
dikonversikan sesuai dengan standar akuntansi pemerint.ahan 
pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada 
catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan Laporan 
Keuangan Daerah Pernerintah Daerah. 

Pasal 27 

Direktur atau sebutan lain, atau ketua/pimpinan organisasi 
masyaraka t. 

(3) Format minimal laporan penggunaan Belanja Hibah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dan (2), tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 
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Belanja Bantuan Sosial bersifat tidak mengikat dan tidak wajib 
serta harus digunakan sesuai dengan proposal yang diajukan dan 
telah dianggarkan dalarn APBO. 

Bagian Kedua 
Kriteria Pemberian Bantuan Sosial 

Pasal 29 

( 1) Pemerintah Daerah dapat mernberikan Belanja Bantuan Sosial 
kepada anggota/ kelompok masyarakat sesuai kemampuan 
keuangan Daerah yang dilakukan secara selektif, dengan 
terlebih dahulu memprioritaskan pemenuhan belanja urusan 
wajib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pemberian Belanja Bantuan Sosial sebagairnana dirnaksud 
pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran 
program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan 
memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan 
manfaat untuk masyarakat. 

(3) Penerima Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada 
aya t ( l ), melipu ti: 
a. individu , keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami 

keadaan tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, 
ekoriomi, politik, bencana atau fenomena alarn, agar dapat 
memenuhi kebutuhan hidup minimum; 

b. Lernbaga non pemerintah yang membidangi 
pendidikan.keagarnaan, sosial dan bidang lain, yang 
berperan melindungi individu, kelompok, dan/masyarakat 
dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. 

BAB III 
BELANJA BANTUAN SOSIAL 

Bagian Kesatu 
Penerima Belanja Bantuan Sosial 

Pasal 28 
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Pasal 30 
(I) Pernberian Belanja Bantuan Sosial harus dilaksanakan dengan 

ketentuan: 
a. selektif; 
b. memenuhi persyaratan Penerima Belanja Bantuan Sosial; 
c. bersifat sernentara dan tidak terus menerus, kecuali dalam 

keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan 
d. sesuai dengan tujuan penggunaan. 

(2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) huruf a, 
dimaksudkan bahwa Betanja Bantuan Sosial hanya diberikan 
kepada caJon penerima yang ditujukan untuk melindungi yang 
bersangkutan dari kemungkinan resiko sosial. 

(3} Kriteria persyaratan penerima belanja Bantuan social 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: 
a. memiliki identitas yang jelas; dan 
b berdomisili di Kabupaten Labuhanbatu. 

(4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c, dimaksudkan 
bahwa pernberian Belanja Bantuan Sosial tidak wajib dan 
tidak harus diberikan setiap tahun anggaran. 

(5) Keadaan tertentu yang memungk.inkan Belanja Bantuan Sosial 
dapat diberikan secara berkelanjutan sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (1) huruf c, dimaksudkan bahwa Belanja 
BantuanSosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sarnpai 
Penerima Belanja Bantuan Sosial telah lepas dari resiko sosial. 

(6) Kriteria sesuai dengan tujuan penggunaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d, rneliputi: 
a. rehabilitasi sosial; 
b. perlindungan sosial; 
c. pemberdayaan sosial; 
d. jarninan sosial; 
e. penanggulangan kemiskinan; dan 
f. penanggulangan bencana. 
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(I) Rehabilitasi sosiaJ sebagairnana dimaksud dalam Pasal 30 ayat 
(6} huruf a, ditujukan untuk memulihkan dan 
mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami 
disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya 
secara wajar. 

(2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 
ayat (6) huruf b, ditujukan untuk mencegah dan menangani 

~ risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, 
keluarga, dan kelompok masyarakat, agar kelangsungan 

Bagian Keempat 
Tujuan dan Jenls Kegiatan 

Paragraf l 
Tujuan 

Pasal 32 

c. resiko yang terkait dengan lingkungan, seperti kekeringan, 
banjir, gernpa burni, tanah longsor, bencana alam lainnya, dan 
keterisolasian/ masyarakat tertinggal. 

Benruk resiko sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat 
{2), rneliputi: 
a. resiko yang terkait dengan siklus hidup, seperti kelaparan, 

penyakit kekurangan gizi, cacat fisik dan/atau mental, usia 
lanjut, masyarakat terlantar, anak-anak yatim piatu, orang 
lanjut usia/jompo, orang sakit; 

b. resiko yang terkait dengan kondisi ekonorni, seperti fakir 
miskin, pelajar/mahasiswa dari keluarga tidak marnpu, tuna 
wisrna; 

Bagian Ketiga 
Bentuk Resiko Sosial 

Pasal 31 
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(1) Jenis kegiatan rehabilitasi sosial yang dapat diberikan Belanja 
Bantuan Sosial, meliputi: 
a. pelatihan vokasional; 
b. pembinaan kewirausahaan; 
c. bimbingan mental spiritual; 
d. bimbingan fisik; 

Paragraf 2 
Jenis Keg:iatan 

Pasal 33 

hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar 
minimal. 

(3) Pernberdayaan sosial sebagairnana dimaksud dalam Pasal 30 
ayat (6) huruf c, ditujukan untuk menjadikan atau 
memberdayakan seseorang atau kelompok masyarakat yang 
mengalarni rnasalah sosial agar mampu memenuhi kebutuhan 
dasarnya. 

(4} Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 30 ayat (6) 
huruf d, merupakan skema yang melembaga urituk menjamin 
Penerima Belanja Bantuan Sosial agar dapat memenuhi 
kebutuhan dasar hidupnya yang layak. 

(5) Penanggulangan kerniskinan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 30 ayat (6) huruf e, rnerupakan kebijakan, program, dan 
kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok 
masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber 
mata pencaharian akan tetapi tidak dapat memenuhi 
kebutuhan sumber mata pencaharian akan tetapi tidak dapat 
memenuhi kebutuhan yang layak bagi kernanusiaan. 

(61 Penanggulangan bencana sebagairnana dimaksud dalam Pasal 
30 ayat (6) huruf f, merupakan serangkaian upaya yang 
ditujukan untuk rehabilitasi. 
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e. pelayanan aksesibilitas; 
f. bimbingan sosial dan konseling; 
g. bantuan dan asistensi sosial, dan/atau 
h. bimbingan resosialisasi 

(2) Jenis kegiatan perlindungan sosial yang dapat diberikan 
Belanja Bantuan Sosial, meliputi: 
a. ban tuan langsung: 
b. penyediaan kelembagaan; 
c. penguatan kelembagaan; 
d. advokasi sosial; dan/atau; 
e. bantuan hukum. 

(3) Jenis kegiatan pemberdayaan sosial yang dapat diberikan 
Belanja Bantuan Sosial, meliputi: 
a. peningkatan kemauan dan kemampuan; 
b. pelatihan komputer; 
c. pernberian stimulan modal; 
d. peralatan usaha dan tempat usaha; 
e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha; 
f. penataan lingkungan; 
g. penguatan keserasian sosial; dan 
h. pendampingan. 

(4) Jenis kegiatan jaminan sosial yang dapat diberikan Belanja 
Bantuan Sosial, meliputi tunjangan berkelanjutan dan 
bantuan iuran asuransi kesejahteraan sosial. 

(5} Jenis kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dapat 
diberikan Belanja Bantuan Sosial, meliputi: 
a. penyuluhan dan bimbingan sosial; 
b. pelayanan sosial; 
c. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; 
d. penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar: 
e. penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar; 
f. penyediaan akses pelayanan perumahan dan pernukiman: 

dan 
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(1) Jumlah Belanja Bantuan Sosial untuk masing-rnasing 
penerirna, paling besar Rp. 500.000.000,- (lirna ratus juta 
rupiah). 

(2) Besaran jumlah Bantuan Sosial Rp.100.000,- (seratus ribu 
rupiah) sarnpai dengan Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus 
ribu rupiah) dapat dibayarkan atas persetujuan Asisten 
Ekonorni dan pembangunan. 

(3) Besaran jumlah Bantuan Sosial Rp.7.500.000,- [tujuh juta 
lirna ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000,- (lima 
belas juta rupiah} dapat dibayarkan atas persetujuan 
Sekretaris Daerah. 

Bagian Kelima 
Besaran Belanja Bantuan Sosial 

Pasal 34 

g. penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran 
hasil usaha. 

(6) Jenis kegiatan penanggulangan bencana yang dapat diberikan 
Belanja Bantuan Sosial, rneliputi: 
a. penyediaan dan penyiapan pasokan pemenuhan kebutuhan 

dasar, berupa air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, 
kesehatan, dan pe nampungan; 

b. pemulihan darurat prasarana dan sarana: 
c. bantuan perbaikan rumah masyarakat; 
d. santunan duka cita; dan 
e. san tuan kecaca tan. 

(7) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2). (3), (4), (5), 
dan (6) dapat dilakukan dalarn bentuk kegiatan fisik dan/atau 
non fisik. 
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( l) Permohonan tertulis bagi lembaga non pemerintahan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a, 
dilengkapi proposal yang paling sedikit rnernuat informasi 
ten tang: 

Pasal 36 

(1) Perorangan, keluarga, dan/atau masyarakat serta lembaga 
non pemerintah mengajukan permohonan tertulis Belanja 
Batuan Sosial kepada Bupati. 

(2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 
( l) ,dilaksanakan dengan keten tuan: 
a. bagi lembaga non pernerintahan, dibubuhi cap dan 

ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain; 
dan 

b.bagi individu, keluarga, dan/ atau masyarakat, 
ditandatangani oleh pemohon dan diketahui serta dibubuhi 
cap RT/RW. 

Bagian Keenam 
Pengajuan dan Persyaratan Permohonan 

Pasal 35 

(4) Besaran jumlah Bantuan Sosial Rp.15.000.000,- {lima belas 
juta rupiah) sarnpai dengan Rp.25.000.000,- {dua puluh lima 
juta rupiah) dapat dibayarkan atas persetujuan Wak.il Bupati. 

(5) Diatas Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sampai 
dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas 
persetujuan Bupati. 

(6) Dalam haJ Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk 
penanggulangan bencana pada tahap rehabilitasi, besaran 
jumlah Belanja Bantuan Sosial dapat diberikan melebihi batas 
maksimal sebagaimana dirnaksud pada ayat (1 ). 
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(3) Persyaratan administrasi permohonan Be lanja Bantuan Sosial 
bagi lembaga non pemerintah, meliputi : 
a. Akta Notaris mengenai pendirian lembaga atau dokumen 

lain yang dipersamakan; 
b. Surat pernyataan tanggungjawab; 
c. Surat keterangan dornisili lembaga dari Desa/Kelurahan 

setempat; 
d. Izin operasional/tanda daftar lernbaga dari instansi yang 

berweriang: 
e. Bukti kontrak sewa gedung/bangunan, bagi lembaga yang 

kantornya menyewa; 
f. Salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih 

berlaku atas narna ketua dan sekretaris atau sebutan lain; 
dan 

g. Salinan rekening bank yang masih aktif atas nama Iernbaga. 

susunan 

a. latar belakang; 
b. ma.ksud dan tujuan; 
c. hasil yang diharapkan; 
d. lokasi pelaksanaan; 
e. waktu pelaksanaan; 
f. data umum organisasi/!embaga; 
g. alamat lengkap; 
h. daftar personalia pelaksana dan 

kepengurusanlembaga; 
i. rencana anggaran biaya; 
j. nornor rekening bank yang masih berlaku; 
k. NPWP lembaga; dan 
l. penutup. 

(2) Selain proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
permohonan Belanja Bantuan Sosial bagi lembaga non 
pernerintah, wajib melarnpirkan persyaratan administrasi. 
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(1} Surat pennohonan, proposal dan persyaratan adrninistrasi 
Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
35 dan 36 disampaikan dan diadministrasikan/dicatat melalui 
Tata Usaha Sekretariat Daerah. 

(2) Tata Usaha Sekretariat Daerah sebagaimana dimak sud pada 
ayat (I) melakukan penyeleksian terhadap permohonan dan 
dokumen proposal Belanja Bantuan Sosial, dan selanjutnya 
dalam ha! terdapat ketidaksesuaian antara surat permohonan 
dengan dokumen proposal, maka surat permohonan berikut 
dokurne n proposalnya dikembalikan kepada Pemohon Bantuan 
Belanja Sosial yang bersangkutan. 

Pasal 38 

Permohonan terrulis bagi individu, keluarga, dan/atau 
masyarakat sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf 
b, paling sedikit memuat informasi tentang: 
a. maksud dan tujuan penggunaan; 

b.jumlah Belanja Bantuan Sosial yang dimohonkan; 

c. identitas lengkap Penerima Belanja Bantuan Sosial.terdiri atas: 
I. Narna lengkap; 
2. Tempat/tanggal lahir; 
3. Alarnat lengkap; 
4. Nomor KTP; 
5. Pekerjaan/aktivitas; 
6. Status perkawinan; dan 
7. Norn or rekening bank. 

d. Salinan/fotocopy nomor rekening atas nama Penerima Belanja 
Bantuan Sosial; dan 

e. Salinan/fotocopy KTP yang rnasih berlaku. 

Pasal 37 
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(1) SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4} 
melakukan evaluasi keabsahan dan kelengkapan 
persyaratan permohonan Bantuan Sosial sesuai pedoman 
yang berlaku. 

Bagian Ketujuh 
Evaluasi Permohonan 

Pasal 39 

(3) Dalarn hal surat permohonan dan dokumen proposal Belanja 
Bantuan Sosial sesuai persyaratan administratif, maka Tata 
Usaha Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) meneruskan surat permohonan dan dokurnen proposal 
kepada Bupati. 

(4) Proposal yang telah diterirna oleh Bupati selanjutnya di 
disposisi kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah untuk dicatat dan didistribusikan kepada SKPD sesuai 
bidangnya, yang meliputi: 
a. pendidikan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan; 
b. kesehatan, dilaksariakan oleh Oinas Kesehatan; 
c. penanggulangan bencana, kesejahteraan sosial, 

dilaksarrakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi; 

d. pemberdayaan perernpuan dan perlindungan anak dan 
keluarga berencana dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan 
Perernpuan dan Keluarga Berencana; 

e. keperrrudaan , olah raga, kebudayaan dan pariwisata 
dilaksanakan oleh Oinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan 
dan Pariwisata; 

f. pemberdayaan masyarakat dilaksanakan oleh Badan 
Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Desa/ Kelurahan. 
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(1) Belanja Bantuan Sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA­ 
PPKD. 

12) Belanja Bantuan Sosial berupa barang dicantumkan dalarn 
RKA-SKPD. 

(3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran Belanja Bantuan 
Sosial dalam RAPBD, sesuai ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

(4) PPKD menganggarkan Belanja Bantuan Sosial berupa uang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalarn kelornpok belanja 

Bagian Kedelapan 
Penganggarao 

Pasal 40 

(4) Ketua TAPD menyampa.i.kan hasil pertimbangan disertai 
DNCP-BBS kepada Bupati. 

(5) Bupati menetapkan persetujuan atau penolakan DNCPBBS 
berdasarkan hasil evaluasi SKPD dan pertimbangan TAPD. 

{6) Persetujuan Bupati terhadap DNCP-BBS dituangkan dalam 
bentuk Lernbar Persetujuan Bupati dan menjadi dasar 
pencantuman alokasi anggaran Belanja Bantuan Sosial dalarn 
rancangan KUA dan PPAS. 

(2) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menyampaikan hasil evaluasi Bantuan Sosial berupa 
rekomendasi kepada Bupati rnelalui Ketua TAPD. 

(3) Ketua TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi 
sebaga.imana dimaksud pada ayat {2) sesuai dengan prioritas 
dan kemampuan keuangan Daerah, yang dituangkan dalam 
Daftar Nomiriatif Calon Penerima Belanja Bantuan SosiaJ 
(DNCP-BBS) 
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( l) Berdasarkan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 40 ayat (7), dibuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
(DPA). 

(2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) terdiri dari DPA 
PPKD untuk belanja bantuan sosial dalam bentuk uang dan 
DPA SKPD untuk belanja bantuan sosial dalam bentuk 
barang. 

(3) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara permohonan 
Belanja bantuan Sosial dengan DPA sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Kepala SKPD Pengguna Anggaran Bantuan 
Sosial memberitahukan kepada Penerima Belanja Bantuan 
Sosial untuk membuat dan/atau menyesuaikan 
proposal/permohonan sesuai dengan besaran Belanja Bantuan 
Sosial yang ditetapkan dalam DPA. 

Pasal 41 

tidak langsung, jenis Belanja Bantuan Sosial, objek, dan 
rincian objek Belanja Bantuan Sosial. 

15) SKPD menganggarkan Belanja Bantuan Sosial berupa barang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalarn kelompok belanja 
langsung, yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, 
yang diuraikan kedalam jenis belanja barang berkenaan yang 
akan diserahkan kepada pihak ketiga/ rnasyarakat, dan rincian 
objek belanja Bantuan Sosial barang yang akan diserahkan 
kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD. 

(6) Rincian objek Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4} dan ayat (5) rnernuat nama dan alamat lengkap 
penerima serta besaran Belanja Bantuan Sosial. 

(7) Nama dan alamat lengkap penerima serta besaran Belanja 
Bantuan Sosial dan jenis Belanja Bantuan Sosial dituangkan 
dalam Penjabaran APBD. 
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(1) Penerima Belanja Bantuan Sosial berupa uang mengajukan 
permohonan pencairan Belanja Bantuan Sosial kepada Bupati 
melalui Kepala DPKAD selaku PPKD, dengan dilengkapi 
persyaratan administrasi, meliputi: 
a. Belanja Bantuan Sosial untuk individu, terdiri dari: 

1. surat perrnohonan pencairan Belanja Bantuan Sosial; 
2. salinan/ fotocopy KTP atas nama Penerima Belanja 

Bantuan Sosial; 
3. salinan/fotocopy rekening Bank yang masih aktif atas 

Penerima Belanja Bantuan Sosial; 
4. kuitansi rangkap 4 (empat) terdiri dari l (satu) kuitansi 

bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan 
nama lengkap Penerima Belanja Bantuan Sosial; 

5. surat pernyataan tanggungjawab. 
b. Belanja Bantuan Sosial untuk keluarga, terdiri dari : 

1. surat permohonan pencairan Belanja Bantuan Sosial; 
2. salinan/fotocopy KTP atas nama kepala keluarga 

Penerirna Belanja Bantuan Sosial; 
3. salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif atas 

nama kepala keiuarga Penerima Belanja Bantuan Sosial. 

Bagian Kesepuluh 
Pencairan Bantuan Sosial Berupa Uang 

Pasal 43 

( 1) Pelaksanaan anggaran Belanja Bantuan Sosial berupa uang 
berdasarkan pada DPA-PPKD. 

{2) Pelaksanaan anggaran Belanja Bantuan Sosial berupa barang 
berdasarkan pada DPA-SKPD. 

Bagian Kesembilan 
Pela.ksanaan 

Pasal 42 
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4. kuitansi rangkap 4 (empat) terdiri dari 1 (satu) kuitansi 
berrnaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan 
narna lengkap kepala keluarga Penerima Belanja Bantuan 
Sosial; 

5. surat pernyataan tanggungjawab. 
c. Belanja Bantuan Sosial untuk masyarakat dan/ a tau 

lembaga non pemerintah, terdiri dari : 
1. surat perrnohonan pencairan Belanja Bantuan Sosial, 

dilengkapi rincian rencana penggunaan Belanja Bantuan 
Sosial; 

2.salinan/fotocopy KTP atas nama ketua/pimpinan 
pengurus lembaga/ organisasi Penerima Belanja Bantuan 
Sosial; 

3. salinan/ fotocopy .rekening bank yang masih aktif atas 
nama lem baga/ organisasi; 

4. kuitansi rangkap 4 (empat) terdiri dari 1 (satu) kuitansi 
bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap 
lembaga/organisasi serta dicantumkan nama lengkap 
ketua/pimpinan pengurus lembaga/organisasi atau 
sebutan lain; 

5. Surat Pernyataan Tanggungjawab. 
(2) Apabila dokumen persyaratan pencairan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap maka Pejabat 
Penata Usahaan Pengelolaan Keuangan Daerah (PPK-PPKD} 
menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk 
ditandatangani Kepala DPKD selaku PPKD. 

(3) Setelah SPM diterbitkan selanjutnya Kuasa Bendahara Umum 
Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana 
{SP2D). 
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( 1) SKPD Pengguna Anggaran belanja bantuan sosial melakukan 
proses pengadaan barang sesuai DPA-SKPD dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang 
dan jasa pernerintah. 

(2) SKPD Pengguna Anggaran belanja bantuan sosial mencatat 
barang hasil pengadaan pada jenis belanja barang dan jasa, 
objek, rincian objek Belanja Bantuan Sosial barang berkenaan, 
yang akan diserahkan kepada Penerima Belanja Bantuan 
Sosial. 

(3) Penyerahan Belanja Bantuan Sosial berupa barang dilakukan 
oleh SKPD Pengguna Anggara.n belanja bantuan sosial kepada 
Penerima Belanja Bantuan Sosial, yang meliputi: 
a. bagi Belanja Bantuan Sosial untuk individu, terdiri atas: 

1. Serita Acara Serah Terirna rangkap 4 (empat) yang terdiri 
dari 2 (dua) rangkap bermaterai cukup, ditandatangani 
dan dicantumkan nama lengkap Penerima Belanja 
Bantuan Sosial; 

2. Salinan/fotocopy KTP atas nama Penerima Belanja 
Bantuan Sosial; 

3. Surat pernyataan tanggungjawab. 
b. bagi Belanja Bantuan Sosial untuk keluarga, terdiri atas: 

l.Berita Acara Serah Terirna rangkap 4 (empat} yang terdiri 
dari 2 (dua) rangkap berrnaterai cukup, ditandatangani 

Bagian Kesebelas 
Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Berupa Barang 

Pasal 45 

Penerirna Belanja Bantuan Sosial berupa uang, bertanggungjawab 
atas kebenaran dan keabsahan dokurnen persyaratan yang 
disarnpaikan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 43 ayat (1). 

Pasal 44 
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(1) Penerima Belanja Bantuan Sosial wajib menggunakan uang 
dan/atau barang yang diterima sesuai dengan peruntukan 
yang di can turnkan dalam proposal perrnohonan yang diajukan 
dan sesuai dengan yang ditetapkan dalam DPA. 

(2) Penerima Belanja Bantuan Sosial dilarang mengalihkan uang 
dan/atau barang yang diterima kepada pihak lain. 

Bagian Keduabelas 
Penggunaan 

Pasal 46 

c. bagi Belanja Bantuan Sosial untuk kelompok 
masyarakat/Iembaga non pemerintah, terdiri atas: 
1. Serita Acara Serah Terima rangkap 4 (empat) yang terdiri 

dari 2 (dua) rangkap berrnaterai cukup, ditandatangani 
dan dibubuhi cap, serta dicantumkan nama Jengkap 
ketua/pimpinan atau sebutan lain kelompok 
masyarakat/lembaga non pernerintah; 

2. Salinan/fotocopy KTP ketua/pimpinan atau sebutan lain 
kelompok masyarakat/lembaga non pemerintah; 

3. Surat pernyataan tanggungjawab. 

dan dicanturnkan nama lengkap kepala keluarga 
Penerima Belanja Bantuan Sosial; 

2. Satinan/fotocopy KTP atas nama kepala keluarga 
Penerirna Belanja Bantuan Sosial; 

3. Surat pernyataan tanggungjawab. 
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(1) Penerima Belanja Bantuan Sosial bertanggungjawab secara 
formal dan rnateriil atas penggunaan Belanja Bantuan Sosial 
yang diterimanya. 

(2) Pertanggungjawaban Penerirna Belanja Bantuan Sosial 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. laporan penggunaan; 
b. surat pemyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa 

Belanja Barituan Sosial yang diterirna telah digunakan 
sesuai dengan proposal yang telah disetujui; 

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Penerima 
Belanja Barituan Sosial berupa uang; 

d. salinan Serita Acara Serah Terirna barang bagi Penerima 
Belanja Bantuan Sosial berupa barang. 

(3} Penerima Belanja Bantuan Sosial bertanggungjawab atas 
kebenaran dan keabsahan Iaporan penggunaan Belanja 
Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(4) Penerima Belanja Bantuan Sosial selaku objek pemeriksaan, 
wajib menyimpan laporan penggunaan Belanja Bantuan Sosia1 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d. 

(5) Penyimpanan bukti-bukti pengeluaran atau salinan bukti 
serah terima barang sebagairnana dimaksud pada ayat {4) 
dilaksanakan sesuai keten tuan peraturan 
perundangundangan. 

(6) Pertanggungjawaban pemberi bantuan sosial atas pemberian 
belanja bantuan sosial meliputi : 
a. permohonan dari calon penerirna belanja bantuan sosial 

kepada Bupati; 

Bagian Ketigabelas 
Pertanggungjawaban dan Pelaporan 

Pertanggungjawaban 
Pasal 47 
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( 1) Laporan penggunaan Belanja Ba ntuan Sosial berupa uang dan 
barang sebagairnana dimaksud dalam Pasal 4 7 ayat (2) huruf a 
disampaikan oleh Penerima Belanja Bantuan Sosial kepada 
Bupati melalui SKPD Pengguna Anggaran Bantuan Sosial 
paling lam bat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran 
berikutnya atau paling lambat I (satu) bulan setelah kegiatan 
selesai rnelalui: 
a. Kepala DPKAD selaku PPKD untuk bantuan sosial berupa 

uang; 
b. Ke pal a SKPD selaku Pengguna Anggaran ban tuan sosial 

untuk bantuan sosial berupa barang. 
(2) Terhadap penerima hibah yang masih terdapat sisa anggaran 

yang belum terselesaikan sesuai dengan naskah NPHD maka 
wajib membuat laporan pada tanggal 10 Januari tahun 
anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) 
serta membuat laporan paling lambat l (satu) bulan setelah 
kegiatan dimaksud selesai. 

Pelaporan 
Pasal 48 

b. surat keterangan tanggung jawab dari penerima belanja 
bantuan sosial yang menyatakan bahwa belanja bantuan 
sosial yang diterirna akan digunakan sesuai dengan usulan; 

c. SPM/SP2D dan bukti transfer/penyerahan uang atas 
pernberian belanja bantuan sosial berupa uang; 

d. berita Acara Serah Terirna barang atas pernberian belanja 
bantuan sosial berupa barang. 
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{ 1) Belanja Bantuan Sosial berupa uang, dicatat sebagai realisasi 
jenis Belanja Bantuan Sosial pada PPKD dalam tahun 
anggaran berkenaan. 

""'-- (2) Belanja Bantuan Sosial berupa barang, dicatat sebagai 
realisasi objek Belanja Bantuan Sosial pada jenis belanja 
barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD 
terkait. 

(3) PPKD mefakukan pencatatan realisasi Belanja Bantuan Sosial, 
untuk selanjutnya dicantumkan pada Laporan Keuangan 
Pemerin tah Daerahdalam tahun anggaran berkenaan. 

(4) Belanja Bantuan Sosial berupa barang yang belurn diserahkan 
kepada Penerirna Belanja Bantuan Sosial sampai dengan akhir 
tahun anggaran berkenaan, dilaporkan sebagai persediaan 
dalam neraca. 

(5) Realisasi Belanja Bantuan Sosial berupa barang, 
dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada 
laporan realisasi anggaran, dan diungkapkan pada catatan 
atas Japoran keuangan dalam penyusunan Japoran Keuangan 
Pemerin tah Dae rah. 

Pasal 50 

(1) Laporan penggunaan Belanja Bantuan Sosial disusun dalam 
surat yang mernuat realisasi penggunaan/peruntukan dan 
uraian mengenai Belanja Bantuan Sosial yang diterirna sesuai 
dengan proposal yang telah disetujui, serta ditandatangani 
oleh kepala keluarga Penerima Belanja Bantuan Sosial; 

(2) Format minimal laporan penggunaan Belanja Bantuan Sosial 
sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum dalam 
Lampiran , sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 49 
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Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 08 Tahun 2009 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, 
Belanja Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak 
Terduga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

BABV 
K.ETENTUAN PENUTUP 

Pasal 52 

(1) PPKD dan SKPD Pengguna Anggaran Hibah dan/atau Bantuan 
Sosial rnelakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian, 
pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Belanja 
Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. 

(2} PPKD dan SKPD Pengguna Anggaran Hibah dan/ a tau Bantuan 
Sosial melaporkan hasil monitoring clan evaluasi sebagairnana 
dimaksud pada ayat (I) kepada Bupati dengan ternbusan 
kepada Inspektorat. 

(3) Inspektorat rnelakukan pengendalian atas monitoring dan 
evaluasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (2). 

{4) lnspektorat melaporkan rekapitulasi hasil monitoring dan 
evaluasi kepada Bupati dengan tembusan kepada PPKD dan 

°" SKPD Pengguna Anggaran Hibah dan/atau Bantuan Sosial. 

(5) lnspektorat melakukan pengawasan terhadap pernberian, 
pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Belanja 
Hibah dan Belanja Bantuan, sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

BAB IV 
MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN 

Pasal 51 
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Diundangkan di Rantauprapat 
pada tanggal 02 April 2012 
Plt. SEKRETARJS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU 

BERITA DAERA~~ ~~TU TAHUN 2012 NOMOR 10 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu. 

Ditetapkan di Rantauprapat 

pada tanggal 02 April 2012 
BUPATILABUHANBATU, 

dto 
TIGOR PANUSUNAN SIREGAR 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

BABV 
PENUTUP 

Pasal 53 
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Sesuoi dengon Peratvran Bupoti Lobuhonbotu Nomor 
... Tohun 2012 Tentong Toto Caro Penganggaran. 
Peloksonoon don Penotausaohoan. Pertanggungjawobon 
don Peloporan serto Monitoring don Evoluosi Belonjo Hiboh 
don Belonjo Bantuon Sosiol yang bersumber dori Anggoran 
Pendopoton don Belanjo Daeroh. korni teloh melol<ukon 
Evaluasi atas permohonan Belonjo Hiboh don 
mempertimbongkon prioritos serto keterkoiton dengan 

Rontoupropat 

Nomor Rontaupropof, Tgl. Bolon. Tohun 
:-.. Sifot Kepodo 

Lompiran l (sotu) Berkos Yth. Bopok Bupoti 
Lobuhonbotu 
Hal Hosil Evolusi Permohonon Belanjo 

Hiboh Tohun Anggoron 20XX di 

I. Contoh format Surat Pengantcr Kepclc SICPD kepcdo Bupotl tentong 
Hosll Evoluasl Permohonon Belanjo Hiboh 

KOP SURAT SKPD 

TATA CARA PENGANGGARAN. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN 
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING 

DAN EVALUAS1 8ELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG 
BERSUMBER DARI APBD 

LAMPIRAN: PERATURAN SUPATI LABUHANBATU 
NOMOR : 10 TAHUN 2012 
T ANGGAL : 02 APRIL 2012 

., 



(nama jelos pimpinon/ditondotongoni/dicop) 

Kepolo SKPO . 

Demikion disompoikan don mohon petunjuk selonjutnyo. 

Rencono 
Penggunoon Jumloh Bonluon Jumloh Bonluon Yong 

No Doto Pemohon Yang Oirel::omenc,~1:on ,:e1 
dlmohonton (Rp.) (Rp.) 

I 2 3 4 5 0 
I. Permohonon Selonjo 

Hibah Ooeroh berupo 
uono , ....... ., ............•..... 

2 ... dstnyo .............. 
II Permohonon Selonjo 

Hiboh Doeroh bervpo 
boronc/iosc 
l. ··················· - 
2 . ...... ostnvo 

Jumloh 

Adapun Jumloh Permohonon sebonvok proposol 
seniloi Rp don berdosorkon hosil evoiuosi yang telah 
disetujui sebonyok proposal seniloi Rp ,yang 
terdiri dari : 

penyelenggoroon program don kegioton Pemerintoh 
Kabupoten Labuhanbotu. 
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{Noma/NIP) .. 

Sekretoris Daerah Kobupoten Labuhonbatv 
Selakv Ketua TAPO 

Ronloupropat. tgl/bulan/tohun 

Ket: 
•)Coret yang tidak perlu 

Nomo 
No Lengkop Alamo! Rencono Besoron Belonio Hiboh jRp.) 

Colon Lengkop Penggunoon Kel 
Penenmo Permohonon Hosil Pertimbongon 

Evolvosi TAPD 
l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
I. •••••••••u•••••••• 

2. . .................. 
TOTAL. ...... 

Noma SKPD : . 

Jenis Belanja Hibah: Uang/Barang/ roso-) 

OAFTAR NOMINATIF CALON PENERIMA 8ELANJA HIBAH 
{ONC-PBH} 

HASIL PERTIMBANGAN T APD 
TAHUN ANGGARAN . 

2. Contoh Format Daftar Nomlnatlf Colon Penerfma Belanja Hlbah 
(DNCP8H) Hosll Perffmbangan. 
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Beroosorkon hasil peneloohon tersebut. komi 
melaporkan oohwo yang metokukon evotoosi permohonon 
beronjo hiboh sebonyok............. SKPO. dengon jumloh 
permohonon sebonvok proposol seniloi Rp . 
................ don berdosorkon hosil penelahoan korni dapot 
mempertimbongkan untuk disetujui sebonyok proposal 
seniloi Rp ....... yang terdiri dori : 

Sesuoi dengon Peraturon Bupati lobuhanbotu Nomor 
... Tohun 2012 Tentong Tota Caro Penganggoron. 
Pelaksanoan don Penatousaahoon. Pertanggungjawoban 
don Peloporon serto Monitoring don Evaluasi Belanjo Hiboh 
don Belonjo Bonfuon Sosiol yang bersumber dari Anggaron 
Pendapotan don Belanja Ooerob. komi teion melokukan 
Evoluasi otos permohonon Belonjo Hibah don 
mempertimbongkon prioritos serfo keterkoiton dengan 
penyelenggoroan program don kegiotan Pemerintoh 
Kobupoten Lobuhonbalu. 

Ron1oupropot 

Rontoupropot. Tgl. Bulan. Tohun 
Kepodo 

l (satu) Berkos Ylh. Bopak Bupati Labuhonbotu 
Hosil Perlimbangon Permohonon 
belanjo Hiboh TA. 20XX di 

3. Contoh Format Surat Pengantar Ketuo TAPD kepodo Bupotl tentong 
Pertlmbongon Permohonan Belonja Hlbah 
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Hal 



(Noma jelos pimpinon/ditandatangani/di cap) 

KETUA TAPD, 

Demikian, atas perkenon don persetujuon 8apok diucopkon 
terimakosih. 

Sebagoi bahan pertimbongan sopok. komi sompaikon 
Dottar Nominatif Colon penerimo Belanja Hiboh untuk 
masing-mosing SKPD. 

Jumloh Prooosol Niloi IRnJ 

No Noma SKPO Uong Sarong Uong eorong 

I. 2. 3. 4. 5. 6. 

I. 

2. 

Ost 

Jvmloh ........ 
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{Noma Jelos) 

8UPATI LABUHANBATU. 

Rantoupropat, tgl/bulon/tahun 

Ket: 
•Jcoret yang tidok perlu 

Nomo 
No lengkop Alamo! Rencono aescron Belonio Hit:>on IRn.1 

Colon Lengxop Penggunoon Permohonon HO$il Pet1irnt:>ongon Ker 
Penerimo fvOIV01i JAPO 

l. 2. 3. "· 5. 6. 7. 8. 

I. ................... 
2. . .................. 
J ··················· ... . ................. 

TOTAL ..•.... 

Noma OPO: .. 
Jenis Belanjo Hiboh: Uong/Barang/Jasa•) 

OAFTAR NOMINATOF CALON PENERIMA BELANJA HIBAH 
(DNC-PBH) 

PERSETUJUAN BUPATI LA.BUHANBATU 
TAHUN ANGGARAN . 

4. Contoh format Daffar Nomlnotof Calon Penerima BelanJa Hlboh 
(DNCPBH) Persetujuan Bupatl Labuhonbotu. 
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r I J. PIHAK PERT AMA mernberikon belonjo hiboh kepodo PIHAK KEDUA, 
berupa uong sebesor Rp 1 rupiah). 

{2}. PlHAK KEDUA rnenvotokon tetoh menerimo belonja hibah dori PIHAK 
KEDUA berupo uong sebesor Rp ( rupiah). 

Posol I 
JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH 

It. Noma 
No.KTP 
Jabatan 
Alamo! 

Yong bertindok untuk don otos nomo Yong selonjufnyo 
dlsebut PIHAK KEDUA. 
Keduo betoh sepokot untuk melakukon Perioniion Betonjo Hibah Doeroh 
bervpa Uong dengon ketentuan sebogoi benkut : 

Podo hari ini fonggol. bulon ...................•. 
lohun yang bertondo tongon di bowoh ini : 
I. Noma 

NIP 
Pongkot 
Jaboton 
Unit Kerjo 

Dolam hal ini bertindok untuk don alas namo Pemerintoh Kobupoten 
Lobuhonbotu yang selonjutnyo disebut PIHAK PERTAMA. 

NASKAH PERJANJIAN BELANJA HIBAH DAERAH (NPHD) 
BERUPA UANG 

S. Contoh Format Noskah PerJanJlon BelonJo Hlboh Dcerah (NPHD) Berupa 
Uong 

.7. 
.. 



• 

- 
( 1 I. Pencoiron belonjo hiboh berupo uang dibebonkon podo Anggoran 

Pendopoton don Belonjo Doeroh {APBD) Kobupaten Lobuhonbotu 
Tohun . 

12). Untuk pencoiron belonja hiboh. PfHAK KEDUA mengojuk:on 
permohonon kepodo PIHAK PERTAMA, dengon dilompiri: 
l . Surat permohonon pencoiron Belonja Hiboh, dilengkopi rincion 

rencano penggunoan Belonja Hiboh sesuoi yang tercantum 
dolomDPA; 

2. NPHO; 
3. Solinon/fotocopy Kortu Tonda Penduduk fKTP) alas namo 

pimpinon instonsi otou Kepolo Ooeroh/Direksi otau sebuton 
lain/Kefuo Kelompok Mosyorokof/nomo keluo/pimpinon/pengurus 
lembaga/orgonisosi Penerimo Belonjo Hiboh: 

4. Solinon/fotocopy rekening bank yang mosih oktif otos nomo 
instonsi dan/alou Rekening Kos Umum Ooeroh Iofnnyo: 

5. kuitonsi rongkop 4 (empot). terdiri dori 1 {safu) kuitonsi bermoteroi 
cukup, difondotangoni don dibubuhi cop instonsi serto 
dicontumkon nomo lengkop pimpinon insfansi otou Kepola 
Doeroh; 

6. surot pernyafoon tonggung jowab. 
(3). Belanjo hibah sebogoimano dimoksud podo pasal 1 oyot 111 

diboyorkon melolui pemindah bukuon dori Rekening Kos Umum 

Pasol2 
PENCAIRAN BELANJA HIBAH 

(3). Belanjo Hibah sebagaimana dimaksud poda cvot { l) dipergunokan 
untuk Sesuai dengon Rencono Penggunoon Belanjo 
Hibah/Proposal yang merupokan bogian yang tidok terpisohkon dori 
noskah perioojon belonja hiboh doeroh ini. 

( 4). Penggunoan belonjo hiboh sebogoimono ayot (2) bertujuan 
untuk . 

-8- • 



Posal 4 
KEWAJIBAN PIHAK KEOUA 

11 ). Menandatangoni Surat Pernyatoan Tonggung Jowob Permohonan 
Belonja Hiboh 

(2). Apabila digunokan untuk pengodaon borong don [cso. moko proses 
pengodoan borong don joso sesuai dengon peroturan perundong­ 
undangan 

(3). Membuat don menyompaikon tocoron Penggunaon Selanja Hiboh 
kepoda Bupoti Lobuhonbatu melolui SKPO............... disertoi 
dokumen Surat Pernyataon Tonggung Jowob Penggunaan Belonjo 
Hiboh yang ditondatangoni pimpinan lembaga/orgonisosi. 

(4). Kewajibon loinnya yang disesuaikan dengon korokteristik don 
ketentuan spesifik pado mosing-mosing SKPD. 

Pasal 3 
PENGGUNAAN 

( l ). PIHAK KEDUA menggunak:on belonjo hibah berupo uong 
sebogoimona dimoksud poda pasol 2 ayot {I) sesuai Rencona 
Penggunoan Belonjo Hlbah/Proposal. 

(2). PIHAK KEDUA difarong mengolihkan betonio hibah yang diterimo 
kepada pihak lain 

(3}. Belonjo hiboh sebogoimana dimoksud cotorn Posa! l dipergunakon 
sesuai dengan RAB ter1ampir. 

Doeroh Kobupoten Labuhanbatu ke Rekening Bonk............. Atos 
namo PIHAK KEDUA dengan Nomor Rekening . 

(4}. PIHAK KEOUA setelah menerima pencairan belanjo hibah dori PIHAK 
PERTAMA, segera meloksanakan kegiotan dengon berpedomon 
pado Rencono Penggunoon 8elonjo Hiboh/Proposol don perofuron 
perundangundongan. 

.9. 
.11 



PIHAK KEDUA. PIHAK PERT AMA. 

Posol 6 
LAIN-LAIN 

{ l }. Noskoh Pe~onjion Belonjo Hiboh Doeroh (NPHD) ini. dibvot rongl<ap 4 
(ernpotl, lembor pertamo don keduo masing-mosing bermoteroi 
cukup sehingga mempunyoi kekuoton hukum soma. 

(2). Hol-hol lain yang belum tercontum dolom NPHO ini dopa! diatur lebih 
lonjut dolorn Addendum. 

Pasal 5 
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERT AMA 

11). Mencairkon belonjo hiboh opabilo seluruh persyarotan don 
kelengkopon berkas pengojuon pencairon dona teloh dipenuhi oleh 
PIHAK KEOUA. 

(2). Menundo pencoiron belonjo hiboh opobila PIHAK KEDUA 
tidok/belum memenuhi persyoraton yang diletapkon. 

{3). Meloksanokon evoluasi don monitoring alas penggvnoon belonjo 
hi bah. 

14). Hok don kewojibon loinnyo yang disesuoikon dengon karol<teristik 
don ketenfuon spesifik poda masing-mosing SKPD. 

-10- 



No Jenis Barona/ Jaso Jvmloh f unit! Niloi !Ro.I 
I. 2 3. ,. 

11). PIHAK PERT AMA memberikon belonja hiboh kepodo PIHAK 
KEOUA.berupo Sarong/ Jaso seniloi Rp. . . 
( .rupiah). Dengon rincion sebagai berikut: 

Posol l 
JUMLAH DAN TUJUAN Hl!~J>.H 

Poda hari ini , tanggol. . 
bulon tohun yang bertando tongan di bowoh 
ini: 
I. Noma 

NIP 
Pongkot 
Jabotan 
Unit Kerjo 

Oolam hal ini beriindok untuk don otos noma Pemerintah Kobupoten 
Labuhonbotu yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 
II. Noma 

No.KTP 
Jobaton 
Alomat 

Yong bertindak untuk don atos namo Yong selanjutnyo 
disebut PIHAK KEDUA. 
Keduo belah sepokot untvk melokukon Perjonjian Belonjo Hiboh Daeroh 
berupo Barang/ Jaso dengon ketentuon sebagoi berikut : 

6. Contoh Format Naskah Perjonjlan Belanja Hlbah Doerah (Nphd) Berupa 
Sarong/ Jaso. 

· I J. 



( I). Penyoluron belonjo hiboh berupo boronp/icso yang bersurnber dori 
Anggoron Pendopoton don Belonjo Ooeroh {APBDI Kobupoten 
Labuhonbatu Tohun Dilokukon dengan Berilo Acaro 
Seroh T erimo Borang. 

(2). Unfuk penyoluron belanja hiboh sebogaimono dimoksud pod a oyot 
(I), PIHAK KEDUA mengajukan permohonon kepado PIHAK 

-.. PERTAMA dengon dilompiri: 
l. Berita Acoro Seroh Ierirno dolom rongkap 4 (empot) terdiri dori 2 

(duo) bermoteroi cukup, ditondolongoni don dibubuhi cap 
instonsi otou Doeroh Loinnyo serto dicontumkon noma lengkop 
pimpinon instonsi otou Bupati/Wolikoto: 

2. NPHD: 
3. salinan/fotocopy KTP of as nomo pimpinon instansi otou 

Bupoti/Wolikota/noma Direksi otau sebuton loin/ketuo/pimpinon 
lemboga/organisosi/Penerimo Belonjo Hiboh; don 

4. surot pernyotaon tonggung jowob. 
13). Belonjo hioon sebogaimona dimoksud podo posol I oyat II) 

disolurkan melalui pemindohtongonon dori SKPD . 
Kepodo PIHAK KEDUA. 

(4). PIHAK KEDUA seteloh menerimo penyoluron belonjo hiboh 
borong/josa dori PIHAK PERT AMA. segero menggunokon don/of au 
memanfaotkan sesuoi Rencono Penggunoon Belonjo Hibah/Proposol 
don peroturan pervndong-undongan. 

Paso! 2 
PENY AL URAN SELANJA HIBAH 

-12- 
(2}. Belanjo Hibah sebogoimano dimok.sud podo ayat 11) dipergunokan 

untuk.. sesuoi dengan Rencono Penggunaon 8elonjo 
Hibah/Proposol yang mervpokon bogion yang tidok terpisahkon 
dori noskoh perjanjian belonjo hiboh doeroh ini. 

(3). Penggunoon belonjo hiboh sebogoimono ovot {2) bertujuon 
unluk . 



Pasol 5 
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA 

f 1 J. Menyerohk:an borong/joso apabilo seluruh persyoraton don 
kelengkopon berkos pengojuon penyoluran belanjo hibah berupo 
borong/joso telah dipenuhi ofeh PIHAK KEDUA. 

{2). Menundo penyerahon belanjo hiboh berupo borang/joso opobilo 
~ PIHAK KEDUA. tidok/belum memenuhi persyoralon yang ditetopkon. 

Posol 4 
KEWAJIBAN PIHAK KEOUA 

{ l J. Melaksanak:on don bertonggung jawob penuh boik secoro f orrnol 
don moteril otos penggunoon dan/otou pemanfooton barong/joso 
yang didonai dori belanjo hiboh yang teicn disetuiui PIHAK PERT AMA 
dengon berpedomon coco Rencona Penggunaon/Proposol don 
peroturan perundong-undangan. 

(2}. Membuat don menyompoikan Laporon Penggunaan Selanjo Hibah 
berupo 8orong/josa kepodo Wolikoto Bandung rnelclui SKPO .. 
Yong disertoi dokumen Surat Pernyooon Tanggung Jowob yang 
ditandatongoni pimpinon lembogo/orgonisosi. 

Posol 3 
PENGGUNAAN 

(I). PlHAK KEDUA menggunakon belonja hiboh berupo borong/josa 
sebogaimono dimoksud podo oosoi 2 oyot ( l) sesuai Rencano 
Penggunoon Belonjo Hlboh/Pmposol. 

{2). PIHAK KEDUA dilarong mengolihkon belonja hiboh oerupo 
borong/joso yang diterimo keocoo pihok loin. 

(3). Belonjo hibah sebogoimono dimaksud dolom Pasol I dipergunokon 
untuk: 
I . 
2 . 
3 dslnyo 

• 13- 



• 

PIHAK KEOUA. PIHAK PERTAMA . 

Posol 6 
LAIN-LAIN 

fl). Naskah Pe~onjion 8elonjo Hiboh Daerah (NPHDJ ini, dibuot rongkop 4 
(empof), fembor pertamo don keouo mosing-mosing berrnoteroi 
cukup sehinggo mempunyoi kekuofan hukum soma. 

(2). Hol-hol loin yang belum tercontum dotorn NPHD ini dapot diotur lebih 
lonjut dalom Addendum. 

(3). Meloksonakon evoluasi don monitoring atas penggunaon befonja 
hiboh berupo borong/jaso. 

(4). Melokukan pemeriksaon alas penggunoon belonja hiboh. 

-14- 
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Nomor 
Sifot 
Lompiran 
Hal 

Sebagoi bonon pertimbongon. bersorno ini kami 
sornpoikon persyoraton pencairan belonja hibah sesuoi 
dengon Peratvran Bupoti Lobuhonbotu tentang Toto Cora 
Pengonggaron. Peloksonaan don Penatausahaan. 
Pertanggungjawabon don Peloporon sertaMonitoring don 
Evaluosi Belanjo Hibah don Belonja Bantuan Sosiol yang 
Bersumber dari Anggoran Pendopaton don Belanja Doerah. 

Bahwo berooscrkcn Peraturon Bupati Lobuhonbotu 
lentang Penjabaron APBD Tohun bersorno ini kami 
mengajukan permohonan pencairan beiooio hibah berupo 
{uong/borong/jaso) sebesor dengon rincion rencono 
penggunaon sebogoimano tertornpir. 

Rantauprapot 

: l [sotu) Berkos 
Permohonan Pencairon Be!anjo 
Hiboh Tohun Anggoran 20XX di 

Tempat. Tgl, Bulan. Tohun 
Kepada 

Yth. Bapak Bupoti Labuhonbotu 

KOP SURAT PEMERINTAH/PEMERINTAH OAERAH/PERUSAHAAN 
DAERAH/MASY ARAKAT /ROGANISASI KEMASY ARA KAT AN 

7. Contoh Format Surat Permohonan Pencolran don Rlnclan Rencona 
Penggunaan Belonja Hlbah 

-1$- 



(nomo je!os pimpinon/ditondatongani/di cop] 

Hormot korni. 
Pemohon 

Dernikion permohonon korni, alas perl<enon don 
bontuon Bopok diucopkon terimo kasih. 

-16- 



(noma jelas pimpinan/ditondotongani/di cap) 

Pernohon 

Jumloh . 

3. 
Keteron on Jumloh R 

AN RENCANA PENGGUNAAN 8ELANJA HIBAH 
BERUPA UANG 

Surat Permohonan Pencalron Belanja Hlboh 

· 17- 

4. 
Ke 

~ 

8. Contoh Format 

RINCI 

Noma Penerimo 
Alomot Lengkap 

No Jenis 
I. 
I. 

~ ~ 

2. 
3. 

dst 

..... 

' 

. 
' 
1 

,, 
t 

'1 
'~ ~ 



(nomo jelos pimpinon/ditondotongoni/di cop} 

Pemohon 

dst Jumlah . 
3. 
2. 
I. 

4. l. 3. 
Keteron on No Jumloh R . Jenis xe 

Sarong/ Jaso 

Noma Penerimo 
Alomat Lengkop 
Jenis Belonjo Hibah 

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN BELANJA HIBAH 
BERUPA BARANG/JASA 

Cotatan : Jiko penggunaon bervpo borong/jasa moka formofnyo seperf 
ini : 
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(Noma Lengkap/cop) 

PENERIMA BELANJA HIBAH 

. . .. tonggal, bulon. tohun 

Demikion pernvotoon ini dibuat dengon penuh kesodoron don roso 
tanggung jowob serta tidok ado unsur paksaon dori pihok manapun . 

Dengon ini. menyatakon dengon sebenarnya bohwo untuk memenuhi 
tujuon fonsporonsi don okunfobilitos penggunoon dona belanjo hiboh : 
I. Bertonggung jowab penuh boik formal moupun motenil otos 

penggunoon belonjo hiboh yang diterimo. 
2. Akan menggunakon belanjo hiboh sesuoi dengon rencono 

penggunoon proposal yang teloh disetujui. 

Yong bertondo tangon dibowoh ini 
Noma 
Joboton 
8ertindok untuk don otos nomo 
Alomot: 
Nomor KTP 
Telepon/HP/Fox 
E-mail 

lombong 
(Noma lembogo/Organisosi Peloksano} 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB 
PERMOHONAN BELANJA HIBAH 

9. Contoh Format Surat Pernyotoon Tanggung Jawab Permohonan Belanja 
Hlboh 
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, - Kata Pengantar 
- Surat Pernyatoan Tanggung Jawab 
- Data Pokok Penerima Bontuon 
I. Loporon Kegiaton 

I. Lolar Belokong 
2. Maksud don Tujuon 
3. Ruong lingkup Kegioton 
4. Reolisosi Pelaksonoon Kegiaton 
5. Oaf tor Personalio Peloksono 
6. Penutup 

It. Loporan Keuangon 
I. Reolisosi Penerimoon Belonjo Hiboh 
2. Realisosi Penggunaon 

111. Lompiron 
I . Solinon/f otocopy KTP 
2. Solinon Rekening Koran/T abungon 

Holoman 
ISi 

Lambang 
(Noma Lombong/Orgonisosi Pelak.sano} 

LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA HIBAH 
DARI PEMERINTAH KABUPATEN LA6UHAN8ATU 

TAHUN ANGGARAN 20 .... 
UNTUK 

(sebufkon Nomo/Judul Kegioton yang dibioyai dori befonjo hiboh} 
(Alomot Lembogo/Orgonisasi Pelaksono) 

(BULAN don TAHUN Loporon) 

10. Contoh Format taporan Penggunaan Belanja Hlbah darl Pemenntoh 
Kabupaten tobuhanbotu. 
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3. Ookumentasi Kegiatan 
4. Salinan Noskoh perjanjian Hibah 
5. Salinan Akto Pendirian lembogo/Ormos 
6. Solinon lzin Operasional 
7. Sallinan Surat Keterongon Oomisili Lemboga/Ormos 

-21- ' 



• 

{noma koto/ternoot. tonggal, bulon.tahvn) 
(namo jabatan pimpinan) 

(namo lengkop) 
(NIP. Jika ado) 

diuroikan kato pengontar rnoksimol I (sotu}halamon) 

-22· 

KATA PENGANTAR 



Noma Orgonisasi 
Alamo! Jolon 
Kelurohon 
Kecomoton 
Kobupaten 
Pengurus Ketuo No. HP/Telp 
Sekretoris No. HP/Telp 

Korokteristik Kegioton : 
Pembangunon Fisik. Pemelihoran/Renovosi. Pengembongon Bongunon 
Fisik, Pembelion Borong. Pengodaon Sarona don Prosorono. Kegioton 
Non-Fisik. Peruntukon toinnvo: (sebutkon). <diketik don pilih 
soloh sotu dori jenis korokteristik> 

JudulKegioton~------~-----------~ 
LokosiKegioton--~----------------­ 
I Desa/Kel/Kec/Kab} 

Jenis Bontuon -~----------------(diisi Hibah) 
Noskoh Pe~onjion Hiboh : 
(tgl. bin, fhn} 

DATA POKOK PENERIMA HIBAH 
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(noma lengkop/cap) 

PENERIMA BELANJA HIBAH 

l . Latar Belokang 
<diuroion latar belokang kegiotan sesuai dengon proposal yang diajukan 
sebelumnyo> 
2. Maksud don Tujuan 
<diuraikon maksud don tujuan sesuai dengon proposal yang 
diojukansebelumnya> 
3. Ruong Ungkup Kegioton 
<diuroikon ruong lingkup kegioton sesvoi dengan proposal yang diajukan 
sebelumnyo> 
4. Reolisasi Peloksanoan Kegioton 
<diuraikan reolisosi peloksonoan kegiatan meliputi. namun tidak terbotos. 
perihal waktu peloksonoan. tempot/lokosi kegiatan. jumloh don osal 
peserto, hosil-hasil yang dicopai. don loinnyo yang relevan sehinggo 
dapat menggomborkon kegiotan pokok dengan semestinyo> 
5. Daftar Personalia Pelaksona 
<uraikan don sajikon personolio peloksono meliputi surat keoutvscn. 
jaboton dolam orgonisasi/kegioton. don loinnyo yang relevon. 
6. Penutvp 
<vroikon kata penutvp paling bonvok 10 [sepvton) ooris> 

LAPORAN KEGIATAN 
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(nomo lengkap/cop) 

PENERIMA BELANJA HIBAH 

NO Uroion Penggunoon Anggoron sesuoi Reolisosi % Reofisasi 
proposal 

l. 2. 3. 4. 5=4/3' 100 
1) .............. (sesuoi rincian jenis 
otovo. 
2) .............. ( sesuoi nncion jenis 
biovo 
3) .............. ( sesuoi rincian jenis 
bi oval 

Jurnloh ............... 

Rincion penerimaan don penggunaon dona Tohun 20 .. depot dilihot 
pado table sebagai berikut : 

2. Reolisasi Penerimoon don Penggunoon Dano 
Reolisosi penerimoon dona hiboh tohun 20 .. sebesar Rp . 
don penggunaon donanyo sebesor Rp. sehingga 
terdopot Soldo Dono sebesor Rp . 

Reolisosi penerimoon Hiboh Tohun 20... adoloh sebesor Rp. 
. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dono bantuan tersebut diterimo melolui 
Rekening..... .. . . . . ... .. . ... Nomor.. .. . . . . . . . . . . . . .. .. . .. Podo 
Bani<......................... . . . . . . . . .. <sebufkan nomo, nornor rek.ening don 
bonknyo> pado tonggol.................. .. <sebutkon tonggol. bu/on, 
totum> 

l. Realisasi Penerimaon Bontuan 

II. LAPORAN KEUANGAN 
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Ill. Lompiron 
I) Salinan/fotocopy KTP 
2} Salinan Rekening Koron/Tobungan 
3) Dokumenfasi Kegiafon 
4) Salinan Naskoh Perjonjion Hiboh 
5) Salinon Akta Pendition Lembaga/Ormos 
6) Solinon lzin Operosionol 
7) Salinon Surat Keterongan Domisili Lembogo/Ormos 
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Jumloh permohonan sebonyok .... ---·········Proposol seniloi 
Rp don berdasarkon hasil evaluasi yang te!oh disetujui 

Sesuai dengan Peroturon Bupati Lobuhonbatu Nomor 
. _. T ahun 2012 Tent ang T ato Cara Penganggaran, 
Pelaksonoon don Penotousoahaan. Pertonggungjawaban 
don Peloporan serto Monitoring don Evoluosi 8elanja Hibah 
don Belonja Bontuon Sosiol yang bersumber dori Anggoron 
Pendopaton don Belanja Doerah. komi telah melokukon 
Evaluasi otos permohonan Belanja Hibah don 
mempertimbangkon prioritos serto keterkoiton dengon 
penyelenggoraon program don kegiotan Pemerintah 
Kabupoten tobuhonbcto. 

Rantouprapot 

Lob,_ i • oobotu 
lorn .. en ; l (satvJ Berkos 
Hal Hasil Evoluasi Pe,mohonan Belonja 

Hibah T ahun Anggaran 20XX di 

Kepado 
Yth. Bopok Bupati 

T empot. T gl, Bulan, 

KOP SURAT SKPD 

Tahun 
Nor.-.,:.,·· 
Sitot 

11. Contoh format Surat Pengantor kepaJa SKPD kepada Bupatt 
~c:!':)uhanbatu tentang Hasll Evaluasf Permohonan BelanJo Bontuan 
So~iol. 
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(noma jelas pimpinon/ditandotangani/dicap) 

Ke polo SKPD . 

Demikion disompaikon don mohon petunjuk selonjulnyo. 

Rencono 
Penggunoon Jumloh Jumlah Bontuon 

No Doto Pemohon Bonluon Yong Ket 
Yong Direl<omendosikon 

olrnohonkon (Rp.) 
!Ro.I 

I 2 3 4 5 6 
I. Permohonon Belanjo 

Hiboh Daeroh bervpo 
uona 
! ........................... 

2 ... dslnyo .............. 

II Permohonon Selonjo 
Hiboh Doeroh berupo 
oorooo/ioso 

I. ··················· 
2 . ...... ostovo 

Jumloh 

sebonyok . .. proposal seniloi Rp. . yang 
terdiri dori : 
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(Noma/NIP) 

Rantouprapot. tgl/bulan/tahun 
Sekretoris Ooeroh Kobupaten Labuhonbotu 

Seloku Kelua T APO 

Ket; 
•1coret yang tidak perlu 

Noma 

No Lengl::op Alamo I Rencono sesoroo 8el0nio Hibah /Ro.I 
Colon lengli:.op Penggvnoon Pennohonon Hosil Pertimboflgon Ket 

Penerimo Evotuosl !APO 
I. 2. 3. ... 5. 6. 7. a. 
I. ................... 

2. . .................. 

TOTAL. ...... 

Noma SKPD : . 

Jenis Belanjo Hiboh: Uonq/Boronq/Joso'] 

DAFTAR NOMINATIF CALON PENERIMA BELANJA BANTUAN SOSIAL 
IDNCP-BBS) 

HASJL PERT!MBANGAN TAPD 
T AHUN ANGGARAN ..... 

12. Contoh Format Ooftor Nomlnallf Colon Penerlma BelanJa Bantuan 
Sos la I 
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Berdosorkan hosil peneloohan tersebut. l<omi 
meloporkan bohwa yang melokukon evoluosi permohonon 
belanjo banfuon sostot sebonvok SKPD, dengan 
jumlah permohonan sebanyak proposal senilai 
Rp don berdasarkon hosil penelchocn komi dopa! 
mempertimbongkon unlul< disetujui sebanyal< proposal 
seniloi Rp yang lerdiri dori ; 

Sesuoi dengan Peroruron Bupati lobuhonbotu Nomor 
... Tohun 2012 Tentong Tola Coro Pengonggaran. 
Pelaksonoan don Penatousaahoan, Pertonggungjawobon 
don Pelaporan serto Monitoring don Evaluasi Belcnjo Hiboh 
don Belanjo Bontuan Sosial yang bersumber dari Anggoran 
Pendopoton don Belanja Daeroh, komi teloh melokukan 
Evaluasi atos permohonan Belanjo Hibah don 
mempertimbongkan prioritos serta keterkaiton dengon 
penyefenggaroan program don kegiolan Pemerintoh 
Kobupo1en Lobuhonbolu. 

Rontaupropot 

Ranfouprapal, Tgl. Bulan, Tahun 
Kepodo 

I (satu} Berkas Ylh. Bopok Buoof Labuhanbatu 
Hasil Pertimbangon Permohonon 
belonjo Bontuon sosiol TA........... di 

l 

13. Contoh Formot Surat Pengantar Ketuo TAPD kepado Wallkota tentang 
Pertfmbangan Permohonan BelanJa Bantuan Soslal 
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Sifot 
Lampiron 
Hal 



(Noma jelas pimpinan/ditandatangani/di copJ 

KETUA TAPD, 

Demikian. atos perkenon don persefujuan Bopak diucapkon 
terimokosih. 

Sebogoi bohan pertimbangon Bopok. korr» sampoikon 
Oattar Nominatif Colon penerimo Belanja Bantuan Sosiol 
un1ul< masing-mosing SKPD. 

5. 

Uong Bo rang No Noma SKPD Uong Borong 

I. 2. 3. 4. 

I. 

2. 
Ost 

Jumlah ........ 

Jumfoh Pronnsof NiloilRo.l 

6. 
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(Noma Jelas) 

BUPATI LABUHANBATU. 

Rantauprapat, lgl/bulan/tohun 

Ket: 
•)Coret yang tidok periu 

Noma 

No Lengkap Aiomot Rencano Besoron seiorvo Hiboh jRo.l 
Colon Leng1;op Penggunoon Permohonan Hosil Pertlmbo Ket 

Penerimo Evolu ngon 
mi TAPD 

I. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
I. ····"············ 

2. ·····>············ 

TOTAL. ...... 

Jenis Belanjo Hiboh: Uong/Sarong/ Joso"] 

NomoOPD: . 

DAFTAR NOMINATOF CALON PENERIMA BELANJA BANTUAN SOSIAL 
(DNCP-BBS} 

PERSETUJUAN SUPT! LABUHANBAT 
TAHUN ANGGARAN . 

14. Contoh format persetuJuon Supatt Labuhonbotu daffor Nomlnotlf 
colon penerfma Belanjo Bantuan Soslcl. 
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Sebogoi bohon pertimbangon. bersorno ini l<omi 
sompaikon persvorotcn pencoiron belonjo Bontuan Sosiol 
sesuoi dengon Peroturon Bupoti Lobuhonbotu lentong Toto 
Cora Pengonggoran, Peloksonaan don Penotousahoon. 
Perlanggungjawabon don Peloporon sertaMonitoring don 

Bahwo oerocsorkon Peroturon Bupoli labuhonbalu 
tentong Penjoboron APBO Tohun , bersorno ini kami 
mengajukon permohonon pencoiron belonjo Bontuan Sosial 
berupo (uong/borong/joso) sebesor dengon rincian 
rencona penggunoan sebogoimono teclompir. 

Rontouprapaf 
di 

Nomor 
Sifot 
Lobuhanbatu 
Lampiron : I (solu) Berkos 
Hal Permohonon Pencokon Belonjo 

Banluon Sosiol TA. . 

Tempot. Tgl. Bulan. Tahun 
Kepodo 

Yth. Sapok Bupoti 

KOP SURAT PEMERINTAH/PEMERINTAH DAERAH/PERUSAHAAN 
DAER AH/MAS Y ARAKAT /ROGANISASI KEMAS YARA KAT AN 

15. Contoh Format Surat Permohonon Pencolron don Rlnclan Rencana 
Penggunoan BelanJa Bantuan Soslol 
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(nomo jelos pimpinan/ditondatangani/di cop} 

Hormot kami. 
Pemohon 

Demikion permohonan korni. atos oerkencn don 
bantuon 8apok diucopkon lerimo kasih. 

Evoluosi Belonja Hibah don Belonjo Bontuon Sosiol yang 
Bersumber dari Anggamn Pendapatan don Belanja Daerah. 

.34. 



(namo jelos pimpinan/dilondotongani/di cap) 

Pemohon 

No Jenis Keqioton/Penaavnaan Jumloh rRo.l Keleranaon 
I. 2. 3. "· l. 
2. 
3. 

dst Jumloh ........... 

Noma Penerima 
Alomot Lengkap 

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN 
BELANJA BANTUAN SOSIAL 
BERUPA UANG/BARANG•J 

16. Contoh format Surat Permohonon PencaJran Betanja Bantuan Soslol 
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I. Bertonggung jawab penuh boik formal moupun materiil otos 
penggunaan belanja bantuan sosial yang diterima. 

2. Akan menggunakan belonjo bontuan sosiol sesuoi dengan rencana 
penggunaan proposal yang tetoh disetujui. 

Dengon ini. menyatokan dengon sebenornya bahwo unfuk memenuhi 
tujuon tonsparonsi don akvntabilitos penggvnoon dona belonjo bonfuon 
sosiot: 

Noma 
Jabot an 
Bertindok untuk don atas nomo 
Alamat 
Nomor KTP 

Telepon/HP /Fax 

E-mail 

Yong bertanda tongan dibawoh ini: 

lombang 
(Noma lembogo/Orgonisosi Pelok.sono} 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB 
PERMOHONAN BELANJA BANTUAN SOSIAL 

Jowab Tanggung Contoh Format Surat Pernyataan 
PermohonanBelanJa Bantuan Sosfal 

17. 
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(Noma Lengkop/cop) 

PENERIMA BELANJA HIBAH 

............ ., tonggol. bulon, tohun 

Oemikion pernyatoon ini dibuot dengon penuh kesodaran don rose 
tanggung jowob serto tidak ado unsur poksoon dari pihok monopun . 
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Loporan Penggunaon Belonja Bontuon Sosiol telah 
disvsun sesuoi dengan takto kejodian don bukti-bukti yang 
dopa! dipertonggungjowabkon. Unfuk tujuon fansporonsi 
don akuntobilitos penggunaan belonjo bontuon sosiol. korni 
bersedio don siop untuk dilokukon pemeriksoan oleh instonsi 
pengowason fungsional sesuai peraturan perundong­ 
undongon yang bertoku. 

Sehubungon dengon Belonja Bantuan Sosiot Tahun 
20XX yang telah komi terima sebesor Rp. .. ........ Yong 
peruntukonnyo .. (sebutkon perunfukannyo), berikut 
komi sompoikan Loporon Penggunoan Belanjo Bontuon 
Sosiol. Adapun jumloh bonfuon sosiot yang komi/sayo terimo 
adalah sebesor Rp Don telah digunokon 
sebesor Rp untuk <sebutkon rincion 
perunlukonnyo>. 

Rontoupropot 
di 

: 1 (satuJ Berkos 
Loporon Penggunoon Belonjo 
Bantuon Sosiol TA. . 

Yth. 

Iernpot. Tgl. Bulan, Tahun 

Kepoda 
PPKD/Kepolo SKPKD 

Nomor 
Sifot 
Lampiron 
Hal 

18. Contoh Format laporan Penggunaon BelanJa Bantuan Soslol 
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TlGOR PANUSUNAN SIREGAR 

dto 

BUPATI LABUHANBATU, 

(Noma lengkap) 

PENERIMA BELANJA BANTUAN SOSIAL 

Demikian kami sompoikan, otos perhation don 
bontucnovo. komi ucapkan lerimo kosih. 

.39. 


